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“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh” 
 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan 
rahmat dan karunia-Nya semoga kita senantiasa berada dalam lindungan-
Nya. Teriring salam dan salawat pada junjungan Rasulullah SAW dan 
Keluarga yang dicintainya beserta sahabat-sahabatnya, sehingga skripsi 
yang berjudul “ PEMEKARAN DESA DITINJAU DARI ASPEK OTONOMI 
DAERAH DI KECAMATAN ANGKONA KABUPATEN LUWU TIMUR 
(STUDI KASUS DESA WANASARI)” ini, dapat penulis selesaikan dengan 
baik dan tepat waktu. 
 Penulis menyusun skripsi ini sebagai karya ilmiah yang merupakan 
persyaratan memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Studi Ilmu 
Pemerintahan Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. 
 Penulis sangatlah menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini 
masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi teknik penulisan maupun dari 
segi isinya. Untuk itu, penulis menerima segala bentuk usul, saran ataupun 
kritikan yang sifatnya membangun demi penyempurnaan berikutnya. 
Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari 




sampai pada pengolahan data maupun dalam tahap penulisan. Namun 
dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung 
jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik material 
maupun moril, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. 
Di kesempatan ini Penulisan memberikan penghargaan sebesar-
besarnya rasa terimah kasih yang tak henti kepada Ibunda tercinta, Lasminah 
dan Ayahanda Turiman yang telah mencurahkan seluruh cinta, kasih sayang, 
cucuran keringat dan air mata, untaian doa serta pengorbanan tiada henti, 
yang hingga kapanpun penulis takkan bisa membalasnya. Maafkan jika 
ananda sering menyusahkan, merepotkan, serta melukai perasaan ibunda. 
Keselamatan Dunia Akhirat semoga selalu untukmu. Semoga Allah selalu 
menyapamu dengan Cinta-Nya. Juga, Keluargaku tercinta kakek dan 
nenek,Om dan tanteku serta adik sepupuku sekaligus motivator hidup, yang 
banyak mengajarkan rasa kepemimpinan dan kedewasaan semoga bisa 
menjadi pendidik yang profesional. 
Pada kesempatan yang baik ini pula, penulis juga menyampaikan rasa 
terima kasih dan penghargaan kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, Sp. BO. FICS, selaku Rektor 
Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan 
kepada penulis untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) di 
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5. Dr.Hj.Rabina Yunus M.Si selaku Penasehat Akademik yang telah 
mendorong dan membantu serta mengarahkan penulis untuk 
hingga penyelesaian kuliah penulis. 
6. Dr. H. Andi Gau Kadir, MA selaku Pembimbing I, dan Dr.Hj.Rabina 
Yunus M.Si selaku Pembimbing II, yang telah mendorong, 
membantu, dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi 
ini. 
7. Bapak Kepala Desa Wanasari Musa  dan segenap staf dan 
masyarakat desa Wanasari, terima kasih atas segala bantuan yang 
telah diberikan selama penulis melaksanakan penelitian. 
8. Seluruh staf pengajar, baik dosen maupun asistennya, staf pegawai 
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bantuan moril dan materi yang selalu diberikan kepada penulis. 
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mengenai kebaikan-kebaikan penulis, itu semata-mata datangnya dari Allah 
SWT, karena segala kesempurnaan hanyalah milik-Nya.  
Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini 
dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga semua ini 
dapat bernilai ibadah di sisi-Nya, Aamiin! 
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TRI BANJIR ADI WIJOYO, Nomor Pokok E121 09 257, Program 
Studi Ilmu Pemerintahan jurusan Politik Pemerintahan,Fakultas Ilmu 
Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,menyusun skripsi dengan 
judul :  
“ PEMEKARAN DESA DITINJAU DARI ASPEK OTONOMI DAERAH DI 
KECAMATAN ANGKONA KABUPATEN LUWU TIMUR (STUDI KASUS 
DESA WANASARI)” di Bawah Bimbingan Dr.H.A.Gau Kadir.MA dan 
Dr.Hj.Rabina Yunus,M.Si. 
Tulisan ini bertujuan menguraikan bagaimana proses pemekaran 
wilayah Desa Wanasari Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu timur dan 
faktor – faktor yang mempengaruhi proses pemekaran wilayah Desa 
Wanasari. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif kualitatif dengan dasar penelitian survey. Teknik pengumpulan 
data menggunakan observasi, yaitu pengumpulan data dengan 
mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti,  
wawancara dimana peneliti mengadakan tanya jawab langsung dengan 
informan sehubungan dengan masalah yang diteliti serta ditunjang oleh 
data sekunder. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 
unsur penyelenggara pemekaran desa Wanasari dan Tokoh masyarakat 
di Desa Wanasari Kecamatan angkona Kabupaten Luwu Timur dengan 
penarikan sampel menggunakan teknik purposive sample, kemudian hasil 
dari data tersebut di analisa secara kualitatif. 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga (3) proses tahap 
dalam proses pemekaran Desa Wanasari Kecamatan Angkona 
Kabupaten Luwu Timur yaitu tahap pertama, proses penjaringan aspirasi 
dimana masyarakat duduk bersama melakukan musyawarah untuk 
menghasilkan kesepakatan untuk memekarkan diri. Tahap kedua, 
pembentukan panitia pemekaran yaitu setelah mendapatkan kesepakatan 
untuk memekarkan diri masyarakat menentukan panitia pemekaran yang 
bertugas untuk membuat proposal usulan pemekaran ke bupati. Tahap 
ketiga yaitu proses penyusunan Raperda. Adapun Faktor – faktor yang 
mempengaruhi proses pemekaran Desa Wanasari yaitu Faktor 
Pendukung dan faktor Penghambat. Dari semua tahap proses pemekaran 
desa wanasari jika di tinjau dari aspek otonomi daerah,dimana otonomi 
daerah yang dimaksud adalah kemandirian dan demokrasi telah 
terlaksana karena dari semua tahap proses pemekaran desa masyarakat 





TRI BANJIR ADI WIJOYO, registration number E121 09 257, 
Government Science Program Department of Political Government, Faculty of 
Social and Political Sciences, Hasanuddin University, writing his thesis with 
the title: 
"VILLAGE EXPANSION VIEWED FROM THE ASPECT OF REGIONAL 
AUTONOMY IN DISTRICT ANGKONA LUWU EAST DISTRICT 
(WANASARI VILLAGE CASE STUDY)" Under Guidance Dr.HAGau 
Kadir.MA and Dr.Hj.Rabina Yunus, M.Sc. 
This paper aims to describe how the process of splitting of the Village 
District Wanasari Angkona Luwu east and factors - factors that affect the 
process of expansion Wanasari Village area. This type of research used in 
this study is descriptive qualitative survey research base. Data collection 
techniques used observation, namely the collection of data by conducting 
direct observation of the object under study, where researchers conducted 
interviews directly with the informant questioning in connection with the 
problem under study and supported by secondary data. As for the population 
in this study is a component of the division Wanasari village and community 
leaders in the village district Wanasari angkona East Luwu sampling using 
purposive sampling techniques, then the results of the data in a qualitative 
analysis. 
The results showed that there are three (3) process stage in the 
process of expansion Wanasari Village District East Luwu Angkona the first 
stage, the process whereby public aspirations sit together to deliberate for an 
agreement to split yourself. The second stage, the formation of the division 
committee after getting a deal to split themselves determine the division in 
charge of the committee to make a proposal to the regents proposed 
expansion. The third stage is the process of preparing draft. The factors - 
factors that affect the process of dividing the village Wanasari Supporting 
Factors and factor inhibitors. Of all stages of the process of expansion if 
wanasari village in the review of aspects of decentralization, where local 
autonomy in question is the independence and democracy has been 
accomplished because of all stages of the process of dividing the village 







1.1. Latar Belakang Masalah 
 Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik 
yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah 
propinsi dan daerah propinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang 
tiap-tiap propinsi, kabupatan dan kota mempunyai pemerintahan 
daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah 
berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain 
untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.  
 Dampak lain adalah tumbuhnya kehidupan demokrasi yang 
lebih semarak, khususnya dalam pemilihan kepala dearah. Selain itu 
kebijakan - kebijakan yang sifatnya menyangkut publik dilakukan lebih 
transparan. Dengan demikian adanya otonomi dapat meningkatkan 
partisipasi masyarakat dalam mengelola daerahnya masing-masing, 
baik secara kualitas maupun kuantitas. 
 Secara etimologis, pengertian otonomi berasal dari bahasa latin 
yaitu “ autos “yang mempunyai arti “sendiri” dan “nomos” yang dapat 





 Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang 
diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil 
guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan 
terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
 Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan 
hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus 
diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang 
lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam 
mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang 
ada di daerahnya masing-masing.  
 Pemekaran wilayah pemerintahan merupakan suatu langkah 
strategis yang ditempuh oleh Pemerintah untuk meningkatkan kualitas 
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan baik dalam rangka pelayanan, 
pemberdayaan dan pembangunan menuju terwujudnya suatu tatanan 
kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan 
makmur. 
 Dengan perkataan lain, hakikat pemekaran daerah otonom 
lebih ditekankan pada aspek mendekatkan pelayanan pemerintahan 





itu, pemekaran daerah merupakan cara atau pendekatan untuk 
mempercepat akselerasi pembangunan daerah.  
  
 Dalam kehidupan berpemerintahan, disadari disatu pihak 
tuntutan kebutuhan masyarakat makin lama semakin meningkat dan 
kompleks, sementara pada sisi yang lain, kinerja Pemerintah untuk 
memenuhi segala tuntutan kebutuhan masyarakat tersebut harus 
diakui belum optimal oleh karena berbagai alasan baik alasan 
lokasional, alasan keterbatasan sumber daya maupun teknis 
administratif dan sebagainya. Hal mendasar dilakukannya pemekaran 
wilayah adalah adanya keinginan untuk melakukan perubahan kearah 
yang lebih baik dengan jalan berotonomi. 
 Berdasarkan pemikiran para ahli maka pada hakikatnya budaya 
otonomi daerah yang tertinggi adalah kemandirian. Kemandirian 
Daerah harus menjadi penyangga bagi tetap terjaga dan 
terpeliharanya eksistensi negara dan bangsa. Dengan kata lain, 
bagaimana mencari titik keseimbangan antara kehendak politik 
“Centrifugal” yang melahirkan politik desentralisasi dan menduduki 
posisi “Centripetal” yang melahirkan sebagian sentral power untuk 
menjamin tetap terpeliharanya identitas dan integrasi bangsa. 
 Ada suatu pendapat yang mengatakan : “Pemerintah diadakan 





masyarakat serta menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan 
setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan 
kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama” 
 Oleh karena itu, maka birokrasi publik berkewajiban dan 
bertanggung jawab untuk memberikan layanan publik yang baik dan 
profesional. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah pada 
masyarakatnya tentu harus memperhatikan dinamika perkembangan 
masyarakat, terlebih di era globalisasi dimana informasi semakin 
mudah diperoleh. Hal ini membuat masyarakat semakin cerdas dan 
kritis terhadap segala perubahan yang terjadi. 
 Pemekaran Wilayah Desa secara intensif hingga saat ini telah 
berkembang di Indonesia sebagai salah satu jalan untuk pemerataan 
pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti 
dalam bidang ekonomi, keuangan (rencana dana add 1 Milyard setiap 
desa), pelayanan publik dan aparatur pemerintah desa termasuk juga 
mencakup aspek sosial politik, batas wilayah maupun keamanan serta 
menjadi pilar utama pembangunan pada jangka panjang. 
 Secara historis, desa merupakan cikal bakal terbentuknya 
masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum 
bangsa ini terbentuk. Dalam Undang-Undang  No. 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa desa adalah 





berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang 
diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.  Dalam Struktur sosial sejenis desa, masyarakat 
adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang 
mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi 
yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta 
relatif mandiri. Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan 
utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya 
pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh 
desa tersebut (Wijaya : 2003). Otonomi desa dianggap sebagai 
kewengan yang telah ada, tumbuh mengakar dalam adat istiadat desa 
bukan juga berarti pemberian atau desentralisasi. Otonomi desa 
berarti juga kemampuan masyarakat. Jadi istilah ”otonomi desa” lebih 
tepat bila diubah menjadi ”otonomi masyarakat desa” yang berarti 
kemampuan masyarakat yang benar-benar tumbuh dari masyarakat 
(Tumpal P. Saragi : 2004). 
 Perwujudan otonomi masyarakat desa adalah suatu proses 
peningkatan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi menuju 
kehidupan masyarakat desa yang diatur dan digerakan oleh 
masyarakat dengan prinsip  dari, oleh dan untuk masyarakat. Ini 





masyarakat desa tidak mungkin terwujud tanpa demokrasi. Otonomi 
masyarakat desa dicirikan oleh adanya kemampuan masyarakat untuk 
memilih pemimpinnya sendiri, kemampuan pemerintah desa dalam 
melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan sebagai perwujudan atas 
pelayanan terhadap masyarakat (Tumpal P. Saragi, Ibid). 
 Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 
susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan 
perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki 
kekayaan, harta benda serta dapat menuntun dan dituntut dimuka 
pengadilan. Sebagai wujud demokrasi, di desa dibentuk Badan 
Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai Lembaga Legislatif dan 
Pengawas terhadap pelaksanaan peraturan desa, Anggaran 
pendapatan dan Belanja serta Keputusan Kepala Desa. Untuk itu, 
kepala desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai 
kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan 
perjanjian yang saling menguntungkan dengan pihak lain, menetapkan 
sumber-sumber pendapatan desa, menerima sumbangan dari pihak 
ketiga dan melakukan pinjaman desa. Kemudian berdasarkan hak 
atas asal-usul desa bersangkutan, kepala desa dapat mendamaikan 
perkara atau sengketa yang terjadi diantara warganya (Wijaya, loc.cit) 
 Pada dasarnya berbagai hak istimewa yang dimiliki desa, dapat 





potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat 
mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk 
bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang 
ekonomi, sosial, agama dan budaya. 
 Visi menuju otonomi desa pada dasarnya menghendaki adanya 
usaha pengembangan masyarakat swadaya dan mandiri. Kemampuan 
untuk mengurusi urusan mereka sendiri adalah keswadayaan desa 
dan kemandirian desa sehingga pada akhirnya desa tidak lagi selalu 
tergantung pada pemerintahan yang lebih tinggi. 
 Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengambil judul : 
“PROSES PEMEKARAN WILAYAH DESA DITINJAU DARI ASPEK 
OTONOMI DAERAH KECAMATAN ANGKONA KABUPATEN LUWU 
TIMUR (Studi kasus : Desa Wanasari)”. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, maka 
penelitian ini akan mengambil perumusan masalah sebagai berikut : 
a. Bagaimana proses pemekaran wilayah Desa Wanasari, Kecamatan 
Angkona, Kabupaten Luwu Timur ? 
b. Faktor – faktor apa yang mempengaruhi proses pemekaran wilayah 






1.3. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui proses pemekaran wilayah Desa Wanasari, 
Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur ? 
b. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi proses 
pemekaran wilayah Desa Wanasari, Kecamatan Angkona, 
Kabupaten Luwu Timur ? 
1.4. Manfaat Penelitian 
a. Manfaat Teoritis  
Secara teoritis manfaat diadakannya penelitian ini adalah untuk 
memperluas pengetahuan tentang desa terutama untuk 
mengembangkan kajian dalam disiplin Ilmu Pemerintahan. 
Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi 
penelitian sejenis. 
b. Manfaat Praktis 
Secara praktis, manfaat penelitian ini adalah memberikan 
pengetahuan, saran, ataupun wacana yang mendalam kepada 
pihak yang terkait dengan proses pemekaran wailayah Desa 









1.5. Kerangka Konsep 
 Dalam konteks desa, pembentukan, penghapusan dan 
penggabungan desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah 
No. 72 Tahun 2005 yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 
216 (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah. Dalam peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa 
pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau 
bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa 
menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa 
yang  telah ada. 
 Selanjutnya dalam Permendagri No. 28 Tahun 2006 Tentang 
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan 
Status Desa Menjadi Kelurahan,  tertera syarat-syarat pembentukan 
desa baru, diantaranya : 
1. Jumlah penduduk, yaitu:  
1. Wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 1500 jiwa atau 300 KK. 
2. Wilayah Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 1000 jiwa atau 
200 KK. 
3. Wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, Papua paling sedikit 





4. Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan 
dan pembinaan masyarakat. 
5. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi 
antar dusun. 
6. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat 
beragama dan kehidupanbermasyarakat sesuai dengan adat 
istiadat setempat. 
7. Potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya 
manusia. 
8. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang 
ditetapkan dengan peraturan daerah. 
sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur 


































1. Penjaringan aspirasi 
masyarakat 
2. Pembentukan panitia 
pemekaran desa 
















1.6. Metode Penelitian 
1.6.1. Lokasi Penelitian 
 Penelitian dilakukan di Desa Wanasari, Kecamatan Angkona, 
Kabupaten Luwu Timur. 
 
1.6.2. Tipe dan Dasar Penelitian 
a. Tipe penelitiian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan 
Taylor (dalam Moleong, 2004 : 4) metode kualitatif sebagai 
prosedur penelitian yan menghasilkan data deskriptif berupa 
kata-kata tertulis, lisan dari informan dan perilaku yang diamati. 
Digunakan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini 
dikarenakan peneliti ingin memperoleh gambaran (keterangan) 
yang lebih akurat dan mendalam berkaitan dengan konteks 
permasalahan yang dikaji. 
b. Dasar penelitian yang dilakukan adalah survey yaitu penelitian 
yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis suatu 
peristiwa atau proses tertentu dengan memilih data atau 







1.6.3. Teknik Pengumpulan data 
 Teknik pengumpulan data adalah merupakan usaha untuk 
mengumpulkan bahan - bahan yang berhubungan dengan 
penelitian yang dapat berupa data, fakta, gejala, maupun informasi 
yang sifatnya valid (sebenarnya), realible (dapat dipercaya), dan 
obyektif (sesuai dengan kenyataan). 
a. Studi Lapang (field research). Studi lapang ini dimaksudkan 
yaitu penulis langsung melakukan penelitian pada lokasi atau 
obyek yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data Studi 
lapang ditempuh dengan cara sebagai berikut :  
1. Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian 
dimana Peneliti atau Pengamat dengan mengamati kondisi 
yang berkaitan dengan obyek penelitian. 
2. Wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman 
wawancara (interview), adalah percakapan dengan maksud 
tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu 
pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang 
diwawancarai (yang memberikan jawaban atas pertanyaan). 
3. Dokumentasi, teknik ini bertujuan melengkapi teknik  





b. Studi Pustaka (Library research), yaitu dengan membaca buku, 
undang – undang, dan media informasi lain yang ada 
hubungannya dengan masalah yang diteliti. 
1.6.4. Populasi dan Sampel 
 Dalam penelitian kualitatif, unsur yang terpenting adalah 
adanya cakupan, keluasaan dan kedalaman data yang diperoleh 
dari beberapa informan yang ditunjuk. Metode pengambilan sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. 
Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 
pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2008: 85). Teknik pengambilan 
sasaran penelitian ini merupakan metode memilih atau 
menetapkan sasaran penelitian berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tertentu tanpa mendasarkan dari resistensi atau 
keterwakilan dari populasi tetapai lebih mengarah pada cakupan, 
kekhasan dan kedalaman informasi yang dianggap tahu dan dapat 
dipercaya untuk menjadi sumber yang kompeten dan dapat 
memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. 
Informan : 
1. Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Luwu Timur 
2. Anggota – anggota DPRD Luwu Timur yang terlibat 
3. Camat Angkona 





5. Kepala Desa Wanasari 
6. Ketua BPD Balirejo 
7. Ketua Tim evaluasi pemekaran desa 
8. Ketua panitia pemekaran desa 
9. Ketua Pansus penyusunan Ranperda pemekaran desa 
10. Tokoh Masyarakat 
 
1.6.5. Jenis dan Sumber Data 
a. Data Primer 
 Data primer merupakan data yang bersumber dari 
informan langsung dan diperoleh dari hasil wawancara dengan 
informan. 
 
b. Data Sekunder 
 Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber 
kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan yang 
digunakan untuk menjelaskan data primer. Sumber data 
sekunder diharapkan dapat berperan membantu mangungkap 
data yang diharapkan. Data sekunder ini dapat diperoleh dari 
catatan ataupun tulisan-tulisan  yang berkaitan dengan objek 
atau permasalahan yang diteliti seperti buku-buku literature, 





1.6.6. Analisis Data 
 Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara 
sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang 
ditemukan di lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini 
adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan model analisis interaktif. 
Menurut Milles dan Huberman (1992 : 20), ada tiga komponen 
pokok dalam analisis data dengan model interaktif, yakni : 
a. Reduksi Data  
 Reduksi data merupakan proses pemilihan dan 
pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang 
muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data 
juga merupakan suatu bentuk analisis  yang mempertegas, 
memperpendek, membuang hal yang tidak penting, dan 
mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir 
dapat dilakukan. 
b. Penyajian Data 
 Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi 
yang tersusun untuk memeri peluang terjadinya suatu 





perencanaan kolom dan table bagi data kualitatif dalam bentuk 
khususnya. Dengan demikian, penyajian data yang baik dan 
jelas sistematikanya sangatlah diperlukakn untuk melangkah 
kepada tahapan penelitian kualitatif selanjutnya. 
c. Penarikan Kesimpulan  
 Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam 
penelitian dimana data-data yang telah diperoleh akan ditarik 
garis besar / kesimpulan sebagai hasil keseluruhan dari 
penelitian tersebut. 
Ketiga komponen tersebut satu sama lain saling berkaitan erat 
dalam sebuah siklus. Peneliti bergerak di antara ketiga 
komponen tersebut. Hal in dimaksudkan untuk memahami atau 
mendapatkan pengertian yang mendalam, komprehensif dan 
rinci sehingga menghasilkan kesimpulan induktif sebagai hasil 
pemahaman dan pengertian peneliti. 
1.7. Definisi Operasional 
2. Definisi Operasional 
 Definisi operasional penelitian adalah suatu Konsep yang 





diobservasi atau diukur gejalanya dilapangan. Untuk dapat 
diobservasi atau diukur, maka suatu konsep harus didefinisikan 
secara operasional. Definisi operasional ini dimaksudkan untuk 
memberikan rujukan-rujukan empiris apa saja yang dapat 
ditemukan dilapangan untuk menggambarkan secara tepat konsep 
yang dimaksud sehingga konsep tersebut dapat diamati dan 
diukur. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa definisi 
operasional merupakan jembatan yang menghubungkan 
conceptual-theoretical level dengan empirical –observational level. 
3. Proses pemekaran wilayah desa Wanasari, Kecamatan Angkona, 
Kabupaten Luwu Timur ditinjau dari aspek otonomi daerah. Adapun 
indikator yang digunakan peneliti adalah : 
a. Penjaringan Aspirasi Masyarakat 
Penjaringan aspirasi masyarakat yang dimaksud peneliti adalah 
bagaimana proses pelaksanaan penjaringan aspirasi 
masyarakat dalam proses pemekaran desa. 
b. Pembentukan Panitia Pemekaran Desa 
Pembentukan panitia pemekaran desa yang dimaksud peneliti 
adalah bagaimana proses pembentukan panitia pemekaran 
desa. 





Proses penyusunan ranperda yang dimaksud peneliti adalah 















2.1. Pemekaran Wilayah 
1. Pengertian pemekaran daerah 
Di era otonomi daerah sekarang ini, kata pemekaran daerah 
sudah menjadi kata yang tak asing lagi bagi kita. Kata itu sudah 
sering kita dengar dalam keseharian kita, pemekaran daerah 
merupakan bagian dari desentralisasi dan otonomi daerah. Istilah 
pemekaran secara etimologis berasal dari kata asalnya, yaitu 
mekar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Purwadarminto, 
2006:132) berarti :  
1). Berkembang menjadi terbuka,  
2). Menjadi besar dan gembung,  
3). menjadi tambah luas, besar, ramai, bagus, 
4). Mulai timbul dan berkembang. 
 Definisi pemekaran daerah dari Kamus Besar Bahasa 
Indonesia itu, masih menjadi perdebatan, karena dirasakan tidak 
relevan dengan makna pemekaran daerah yang kenyataannya 
malah terjadi penyempitan wilayah atau menjadikan wilayah 
menjadi kecil dari sebelumnya karena seringkali pemekaran daerah 
itu bukan penggabungan dua atau lebih daerah otonom yang 
membentuk daerah otonom baru. Akan tetapi, pemecahan daerah 
otonom menjadi dua atau lebih daerah otonom baru 
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 Pemekaran daerah dilandasi oleh Undang-undang nomor 22 
tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 5 ayat 2 
dinyatakan daerah dapat dimekarkan mejadi lebih dari satu daerah, 
namun setelah UU no.22 tahun 1999 diganti dengan Undang-
undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, maka 
materi pemekaran wilayah tercantum pada pasal 4 ayat 3 dan ayat 
4, namun istilah yang dipakai adalah Pemekaran Daerah berarti 
pengembangan dari satu daerah otonom menjadi dua atau lebih 
daerah otonom. 
 Dalam UU no 32 tahun 2004 tersebut pada pasal 4 ayat 3 
dinyatakan: Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan 
beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau 
pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. 
Sedangkan dalam Pasal 4 ayat 4 dalam UU tersebut dinyatakan: 
Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih 
sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dilakukan setelah 
mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan. 
 
2. Tujuan Pemekaran Daerah 
 Dalam PP No. 129 tahun 2000 diuraikan bahwa 
pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan 
daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 
karena pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan 
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penggabungan daerah dilakukan atas dasar pertimbangan untuk 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan 
kehidupan berdemokrasi, meningkatkan pengelolaan potensi 
wilayah, dan meningkatkan keamanan dan ketertiban 
Sabarno (2007:76) menyatakan bahwa rumusan tujuan 
kebijakan pemekaran daerah telah banyak dituangkan dalam 
berbagai kebijakan-kebijakan yang ada selama ini, baik dalam 
Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah. 
 
 Dalam regulasi-regulasi ini, secara umum bisa dikatakan 
bahwa kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan 
harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 
melalui: 
1.      peningkatan pelayanan kepada masyarakat, 
2.      percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, 
3.      percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian 
Daerah, 
4.      percepatan pengelolaan potensi daerah 
5.      peningkatan keamanan dan ketertiban 
 Rumusan regulasi ke depan bukan saja kebijakan tentang 
pemekaran daerah, tetapi juga perlu memberikan porsi yang sama 
besar terhadap penggabungan daerah otonom. Baik pemekaran 
maupun penggabungan daerah otonom didasarkan pada argumen 
yang sama. Rumusan tujuan kebijakan penataan daerah bukan 
hanya untuk kepentingan daerah, tetapi juga untuk pemenuhan 
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kepentingan nasional. Selanjutnya dikatakan Sabarno (2007:77) 
bahwa alternatif rumusan tujuan kebijakan penataan daerah adalah 
sejauh mana kebijakan pemekaran dan penggabungan daerah: 
1. Mendukung pengelolaan masalah sosio kultural di daerah 
dan di tingkat nasional 
2. Mendukung peningkatan pelayanan publik di tingkat 
daerah dan nasional. 
3. Mengakselerasi pembangunan ekonomi, baik ekonomi 
daerah maupun ekonomi nasional dengan cara yang seefisien 
mungkin. 
4. Meningkatkan stabilitas politik, baik dalam rangka 
meningkatkan dukungan daerah terhadap pemerintahan 
nasional, maupun dalam rangka pengelolaan stabilitas politik 
dan integrasi nasional. 
 Menurut Rasyd Pambudi (2003:61) menjelaskan bahwa jika 
pemekaran wilayah dilakukan, maka kebijakan itu harus memberi 
jaminan bahwa aparatur pemerintah yang ada harus memiliki 
kemampuan yang cukup untuk memaksimalkan fungsi-fungsi 
pemerintahan. Asumsi yang menyertainya adalah pemekaran 
pemerintahan yang memperluas jangkauan pelayanan itu akan 
menciptakan dorongan-dorongan baru dalam masyarakat bagi 




 Lebih lanjut dikatakan oleh Rasyid dalam Pambudi (2003:62) 
ada tiga pola dalam pembentukan wilayah pemerintahan daerah  
selama ini, yaitu: 
1. Pembentukan wilayah-wilayah pemerintahan sekaligus 
menjadi daerah otonom (propinsi, kabupaten/kota) dengan 
persyaratan yang cukup objektif seperti jumlah penduduk dan 
potensi ekonomi (terutama terlihat dijawa dan sumatera). 
2. Pembentukan wilayah-wilayah administrasi dan daerah 
otonom berdasarkan pertimbangan politis dengan jumlah 
penduduk relatif kecil tetapi memiliki potensi ekonomi yang 
besar (seperti papua) serta potensi ekonomi dan penduduk 
yang sedikit tetapi secara historis dipandang khas. 
3. Pembentukan wilayah administrasi pemerintahan tampa 
disertai pembentukan daerah otonom seperti lazim terjadi 
untuk pembentukan wilayah. 
Disamping itu pemekaran wilayah juga harus mengoptimalkan 
jangkauan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dikatakan 
Koswara (2002:25) dalam rangka mengoptimalkan pelayanan 
kepada masyarakat, pelayanan harus didasarkan pada: 
1. Pengembangan wilayah pemerintahan atau pemekaran 
daerah harus selaras dan sesuai, sehingga efektivitas 
penyelenggaraan pemerintahan tetap dengan konsep 
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lingkungan, kerja yang ideal, dengan ukuran organisasi dan 
jumlah instansi yang terjamin. 
2. Pengembangan wilayah pemerintahan atau pemekaran 
daerah bertolak dari pertimbangan atas prospek 
pengembangan ekonomi yang layak dilakukan berdasarkan 
kewenangan yang akan diletakan pada pemerintahan yang 
baru. 
3. Kebijakan pengembangan wilayah harus menjamin 
bahwa aparatur pemerintahan didaerah yang dibentuk 
memiliki kemampuan yang cukup untuk melaksanakan fingsi 
pemerintahan dan mendorong lahirnya kebijakan yang 
konsisten mendukung kualitas pelayanan publik. 
 Selajutnya dikatakan Khairullah dan Cahyadin (2006) bahwa 
pemekaran daerah baru pada dasarnya adalah upaya peningkatan 
kualitas dan intensitas pelayanan pada masyarakat. Dari segi 
pengembangan wilayah, calon daerah baru yang akan dibentuk 
perlu memiliki basis sumberdaya harus seimbang antara satu 
dengan yang lain, hal ini perlu diupayakan agar tidak terjadi 
disparitas yang mencolok pada masa akan datang. 
 Lebih lanjut dikatakan dalam suatu usaha pemekaran 
daerah akan diciptakan ruang publik yang merupakan kebutuhan 
kolektif semua warga wilayah baru. Ruang publik baru akan 
mempengaruhi aktifitas orang atau masyarakat ada yang merasa 
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diuntungkan dan sebaliknya akan memperoleh pelayanan dari 
pusat pemerintahan baru disebabkan jarak pergerakan berubah. 
 Pemekaran daerah tidak lain bertujuan untuk 
memperpendek rentang kendali pemerintahan, membuka 
ketimpangan-ketimpangan pembangunan wilayah dan menciptakan 
perekonomian wilayah yang kuat demi tercapainya kesejahteraan 
masyarakat, sehingga pemekaran wilayah diharapkan dapat 
mndekatkan pelayanan kepada masyarakat, membuka peluang 
baru bagi terciptanya pemberdayaan masyarakat dan 
meningkatkan intensitas pembangunan guna mengsejahterakan 
masyarakat. 
2.2. Otonomi Daerah 
 Lahirnya kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang-
undang nomor 22 tahun 1999 yang kemudian direvisi dan menjadi 
Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah merupakan jawaban atas tuntutan reformasi politik dan 
demokratisasi serta pemberdayaan masyarakat daerah. Setelah 
selama hampir seperempat abad kebijaksanaan otonomi daerah di 
Indonesia mengacu kepada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 
tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah yang dibelenggu 
oleh sistem sentralisasi. 
 Pelaksanaan sistem sentralisasi tersebut membawa 
beberapa dampak bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
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Diantaranya yang paling menonjol selama ini adalah dominasi 
pusat terhadap daerah yang menimbulkan besarnya 
ketergantungan daerah terhadap pusat. Pemerintah daerah tidak 
mempunyai keleluasaan dalam menetapkan program-program 
pembangunan di daerahnya. Demikian juga dengan sumber 
keuangan penyelenggaraan pemerintahan yang diatur oleh Pusat.  
 Kondisi tersebut mendorong timbulnya tuntutan agar 
kewenangan pemerintahan dapat didesentralisasikan dari pusat ke 
daerah. Desentralisasi adalah pembagian kekuasaan kepada 
daerah. Sistem desentralisasi di Indonesia hampir sama dengan 
sistem federal walaupun dalam beberapa hal ada pembedaan, 
misalnya dalam sistem federal yang lebih otonom adalah 
provinsinya sedangkan sistem desentralisasi yang lebih otonom 
adalah kabupaten atau kota.  
 Otonomi daerah menurut UU nomor 32 tahun 2004 diartikan 
sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.  
 Dengan demikian daerah otonom mempunyai kewenangan 
yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakatnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 
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masyarakat, namun tetap dalam kerangka Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
 Dalam otonomi daerah ada prinsip desentralisasi, 
dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dijelaskan dalam UU 
No.32 tahun 2004 sebagai berikut: 
1. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang   pemerintahan 
oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
2. Dekonsentrasi  adalah pelimpahan wewenang   pemerintahan 
oleh Pemerinta kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah 
dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. 
3. Tugas pembantuan adalah penugasan  dari    Pemerintah 
kepada daerah dan/atau  desa dari pemerintah provinsi 
kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari  pemerintah 
kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas 
tertentu. 
 Dengan adanya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 
tersebut maka dimulailah babak baru pelaksanaan otonomi daerah 
di Indonesia. Kebijakan otonomi daerah ini memberikan 
kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten dan kota 
didasarkan kepada desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, 
nyata dan bertanggung jawab. Kewenangan daerah mencakup 
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kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di 
bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, 
moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang 
akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 
 Hubungan antara desentralisasi dengan demokrasi yaitu 
bahwa dalam demokrasi kekuasaan berasal dari rakyat dan untuk 
rakyat serta rakyatlah yang memilih. Dalam sistem sentralisasi, 
hubungan antara warga negara dan pemerintah pusat yang 
mengambil kebijakan-kebijakan publik tersebut terlalu jauh. Dengan 
desentralisasi jarak menjadi dekat. Dengan begitu aspirasi 
masyarakat diharapkan lebih bisa diakomodasi dalam proses 
pengambilan keputusan publik sehingga akan lebih efisien, efektif 
dan keputusan yang dibuat pemerintah lebih dekat dengan aspirasi 
masyarakat. 
 Dalam demokrasi, keputusan-keputusan publik dibuat oleh 
pejabat publik yang dipilih oleh publik. Di pemerintahan daerah ada 
2 komponen yang penting, yaitu bupati atau walikota dan DPRD. 
Kedua otoritas inilah yang mempunyai mandat untuk menentukan 
hitam-putih atau berwarnanya daerah tersebut. Tindakan mereka 
menentukan apakah masyarakat memandang kebijakan atau 
keputusan yang diambil pemerintahan daerah itu mencerminkan 
aspirasi masyarakat atau tidak?  
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 Adanya otonomi daerah atau desentralisasi membuat 
manajemen daerah bisa berkembang lebih baik, partisipasi 
masyarakat akan lebih tinggi karena dekat dengan kekuasaan dan 
dengan adanya kontrol dan pengawasan bisa membatasi ruang 
gerak apa yang disebut dengan korupsi dan antek-anteknya. 
 Suatu daerah dikatakan makmur atau sejahtera bukan 
hanya karena memiliki sumber daya alam yang melimpah tetapi 
bagaimana sumber daya manusia yang di dalamnya mau 
mengelola dengan baik dan mau bekerja keras untuk kemajuan 
daerahnya. Oleh karena itu ketersedian pendidikan, fasilitas dan 
teknologi sangat penting untuk kemajuan daerah. 
 Dalam keberhasilan beberapa pemerintahan daerah paska 
diberlakukannya otonomi daerah telah membuktikan bahwa 
desentralisasi memberi dampak positif bagi kesejahteraan 
masyarakat di daerah.  
 Demokrasi perwakilan yang menekankan pentingnya 
perwakilan dari berbagai unsur masyarakat untuk terlibat dalam 
pembuatan kebijakan tengah dikritik. Keinginan masyarakat untuk 
terlibat dan tahu secara rinci mengenai proses pembuatan 
kebijakan tidak menjadi menarik manakala hal ini dinafikkan oleh 
para anggota legislatif dan pihak eksekutif bahwa yang mempunyai 
kewenangan atas proses pemutusan kebijakan adalah mereka atas 
dasar mandat dari rakyat. Akibatnya yang terjadi adalah 
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masyarakat menjadi penonton di pinggir arena pembuatan 
kebijakan, dan hanya berperan baik sebagai penerima manfaat dan 
juga yang dimanfaatkan oleh para pembuat kebijakan. 
 Dalam beberapa tahun belakangan, konsep partisipasi politik 
telah berkonvergen dengan memperhatikan aspek pelibatan warga 
dalam formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan tersebut. 
Partisipasi politik yang dimaksud menjadi lebih dalam sebagai 
upaya warga dalam mempengaruhi pemerintah dan meminta 
komitmen terhadap akuntabilitasnya. Partisipasi masyarakat dalam 
proses pembuatan kebijakan tadinya hanyalah sebuah mekanisme 
konsultatif. 
 Namun belakangan menguatnya kebutuhan dan perspektif 
dalam pelayanan seperti apa dan kebijakan yang semestinya harus 
ada, meyakinkan bahwa perlu ada peningkatan dan pendalaman 
partisipasi yang nantinya akan menjadi kontrol terhadap kehidupan 
mereka secara keseluruhan. Partisipasi warga dengan demikian 
dapat didefenisikan sebagai perluasan agenda masyarakat, di 
mana masyarakat dapat memobilisasi dan merumuskan 
tuntutannya. 
2.3. Desa 
 Desa selain merupakan konsep yang bisa berlaku umum, 
juga dalam realitasnya ada sekian perbedaan-perdaan 
(karakteristik) yang meliputinya, sehingga dengan karakteristik yang 
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berbeda tersebut muuncullah konsep desa secara khusus (desa-
desa di indonesia).  Perbedan desa di indonesia bukan hanya 
ketika dihadapkan dengan realitas desa di negara lain, bahkan di 
dalam negara Indonesia sendiri perbedaan-perbedaan itu terlihat 
jelas dan mencirikan karakteristiknya masing-masing. 
 Asli-tidaknya desa-desa di Jawa tidak terlepas dari 
kepentingan desa-desa pada zaman kolonial. Bermula dari 
penemuan desa-desa di sepanjang pantai utara P. Jawa oleh 
Herman Warner Muntinghe, maka desa-desa tersebut menjadi 
penting sekali artinya.  
Dalam kaitannya dengan ini, Sutardjo Kartohadikoesoemo 
berpendapat bahwa desa-desa tersebut adalah asli, karena di 
daerah-daerah seberang (bukan hanya luar Jawa tapi juga Pilipina) 
yang tidak terkena pengaruh Hindu pun juga terdapat daerah-
daerah hukum semacam desa-desa tersebut (Sutardjo 
Kartohadikoesoemo, 1953).  
 Desa sebagai kesatuan hukum (adat) dan kesatuan 
administratif. Desa dan kelurahan memiliki beberapa perbedaan 
yang disebutkan dalam UU nomer 5 tahun 1979 yaitu: 
- Bahwa desa adalah wilayah yang ditempati oleh penduduk 
yang masih merupakan masyarakat hukum, sedangkan 
kelurahan tidaklah demikian. 
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- Desa berhak mengurus Rumah tangganya sendiri sedangkan 
keluraha tidak. 
 Hal ini termanifestasi dalam prosedural pemilihan kepala 
desa yag dipilih secara langsung oleh masyarakat desa setempat 
sebagai perwujudan sistem demokrasi Indonesia, berbeda dengan 
kelurahan yang dipilih atau tentukan oleh Ibukota Negara, Ibukota 
Provinsi, Ibukota Kabupaten dan Kota-kota lainnya. 
 Data menunjukkan bahwa jumlah desa selalu bertambah 
dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan karena perkembangan 
ataupun kebijakan tertentu oleh pemerintah, munculnya desa-desa 
baru juga disebabkan Unit-unit Pemukiman Transmigrasi (UPT). 
Dengan alasan tersebut jumlah desa diperkirakan masih akan terus 
bertambah yakni selama masih ada daerah-daerah yang belum 
berkembang dan masih sedikit jumlah penduduknya. Memang 
dalam  desa tidak ada standarisasi yang baku, sebab desa yang 
sangat beranekaragam mulai dari tingkat kepadatan penduduk, 
luas wilayah, jenis pertanian, topografi, dst. 
 Desa-desa di Indonesia tidak hanya desa pertanian saja, 
disamping desa pertanian juga terdapat jenis, jenis desa lainnya. 
Saparin (1977: 120), walaupun sudah mempunyai rentan waktu 
yang lumayan salam sampai saat ini, namun mungkin masih 
relevan utuk digunkan sebagai landasan klasifikasi desa, misalnya 
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menyebutkan beberapa jenis desa yang ada di Indonesia sebagai 
berikut: 
- Desa tambangan (kegiatan penyebrangan orang atau barang, 
biasanya terdapat sungai-sungai besar)  
- Desa nelayan (dimana mata pencaharian warganya dengan 
usaha perikanan laut).  
- Desa pelabuhan (hubungan dengan mancanegara, antar pulau, 
pertahanan/strategi perang dsb.) 
- Desa perdikan (desa yang dibebaskan dari pungutan pajak 
karena diwajibkan memelihara sebuah makam raja-raja atau 
karena jasa-jasanya terhadap raja). 
- Desa penghasil usaha pertanian, kegiatan perdagangan, 
industri/kerajinan, pertambangan dan sebagainya. 
- Desa-desa perintis (yang terjadi karena kegiatan transmigrasi). 
- Desa pariwisata (adanya objek pariwisata berupa peninggalan 
kuno, keistimewaan kebudayaan rakyat, keindahan alam dan 
sebagainya). 
 Selain desa yang identik dengan pertanian, ada juga desa 
nelayan yang juga menjadi penting untuk objek kajian desa. Selain 
Indonesia merupakan negara kepulauan dan maritim, pun akhirnya 
dampak itu dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di pesisir 
pantai, masyarakat yang tinggal di pesisir mayoritas bermata 
pencaharian sebagai nelayan, hal ini relevan dengan definisi desa 
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nelayan seperti disebut diatas bahwa desa nelayan adalah desa 
yang mata pencaharian penduduknya mencari ikan (di laut).  
Di daerah pesisir juga terdiri dari daratan yang 
memungkinkan untuk juga dapat melakukan cocok tanam (bertani), 
akhirnya ada perpaduan masyarakat nelayan selain mencari ikan 
sebagai mata pencaharian utama juga bertani dan berkebun. 
Biasanya masyarakat nelayan identik dengan kemiskinan, hal ini 
disebabkan beberapa faktor antara lain: tantangan alam yang 
cukup berat, termasuk faktor musim yang secara tiba-tiba dapat 
menghentikan usaha penangkapan ikan di laut. Selain itu juga 
masyarakat nelayan yang jumlah kepadatannya tinggi dalam suatu 
wilayah (desa), namun dengan mata pencaharian yang sama 
(homogen) cenderung membuat pendapata perkapita mereka relatif 
rendah.  
Hal lain adalah keterbatasan penguasaan modal perikanan 
(perahu dan alat tangkap), keterbatasan modal dalam usaha 
perikanan (uang), keadaan perumahan dan pemukiman yang 
kurang memadai, kemampuan yang rendah dalam memenuhi 
kebutuhan pokok pribadi (Wahyuni, 1993: 1). 
2.4. Otonomi Desa  
 Otonomi desa merupakan pemberian ruang gerak bagi desa 
dan mengembangkan prakarsa-prakarsa desa termasuk sinergi 
berbagai aturan dengan potensi dan budaya lokal yang dimiliki 
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desa. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No.32 Tahun 2004 
menjelaskan bahwa daerah otonom adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
 Sutoro Eko (2005:xiii) mengemukakan bahwa: Konteks penting 
yang mendorong desentralisasi dan otonomi desa adalah:  
1. secara historis desa telah lama eksis di Indonesia sebagai 
kesatuan masyarakat hukum dan self-governing community 
yang memiliki sistem pemerintahan lokal berdasarkan pranata 
lokal yang unik dan beragam, 
2. lebih dari 60% penduduk Indonesia bertempat tinggal di desa, 
3. dari sisi ekonomi-politik, desa memiliki tanah dan penduduk 
selalu menjadi medan tempur antara negara, kapital dan 
masyarakat,  
4. konstitusi maupun regulasi negara memang telah memberikan 
pengakuan terhadap desa sebagai kesatuan masyarakat 
hukum (self-governing community), tetapi pengakuan ini lebih 
bersifat simbolik-formalistik ketimbang substantif, dan  
5. selama lima tahun terakhir desa tengah bergolak menuntut 
desentralisasi dan otonomi” 
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 Kejelian pemerintah dalam implementasi kebijakan otonomi 
desa hendaknya diarahkan pada potensi-potensi yang dimiliki desa, 
untuk itu proses pertumbuhan dan perkembangan dapat terarah 
termasuk aktualisasi nilai-nilai lokal tidak dapat dimaksudkan untuk 
mengembalikan desa ke zaman lama, melainkan hendak dijadikan 
sebagai koridor dalam proses transformasi, agar jalan yang 
ditempuh tidak destruktif, melainkan tetap mempertimbangkan 
kepentingan generasi ke depan. 
 Sumardjan (1996:5) mengemukakan bahwa desa pada 
umumnya sebelum mengalami pembangunan mempunyai 
karakteristik sebagai berikut: 
1. sumber penghasilan desa adalah pada tanah,  
2. teknologi pertanian dan sebagainya masih rendah,  
3. tata hidup dan sosial berkembang untuk sosial subsistence 
(keperluan sosial sendiri),  
4. sistem sosial masyarakat desa lebih kuat karena isolasi fisik 
dan kultur, dan  
5. tumbuh suatu kesatuan masyarakat adat. 
 Otonomi desa membuka peluang dan partisipasi aktif 
seluruh elemen masyarakat dan lembaga-lembaga sosial 
keagamaan termasuk fungsi-fungsi obyektif masyarakat. Ndraha 
(2003:442-445) mengungkap fungsi-fungsi obyektif masyarakat 
sebagai berikut :   
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1. peningkatan nilai sumber daya (subkultur ekonomi) seperti:  
a. membeli semurah mungkin,  
b. menjual seuntung mungkin,  
c. membuat sehemat mungkin,  
2. penciptaan keadilan dan kedamaian (subkultur pemerintahan) 
seperti:  
a. berkuasa semudah mungkin,  
b. menggunakan kekuasaan seefektif mungkin, 
c. mempertanggungjawabkan penggunaan kekuasaan 
seformal mungkin, dan  
3. kontrol terhadap kekuasaan (subkultur sosial), seperti :  
a. peduli (suka usil), 
b. budaya konsumeristik,  
c. collective behavior ke collective action.  
 Check-and-balance dapat terjadi jika kekuatan antar ketiga 
subkultur tersebut seimbang, serasi dan selaras, yang satu tidak 
berada di bawah yang lain, yang satu tidak lebih lemah daripada 
yang lain, maju bersama ke depan yang kesemua itu membutuhkan 
kesadaran nasional, rasa tanggungjawab sosial dan kesediaan 
berkorban pemuka-pemuka masyarakat di berbagai sektor dan 
tingkat kehidupan (kaum intelektual, alim-ulama, entrepreneur, dan 
sebagainya) untuk rela tetap berada dan berfungsi di tengah-
tengah masyarakat subkultur sosial dan tidak tergoda mengejar 
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kekuasaan untuk tergiur akan kekayaan, kesenangan dan 
popularitas. 
 Sinergi ketiga subkultur ekonomi, pemerintahan dan sosial yang 
kesemua itu menumbuhkan dan menguatkan institusi lokal dan 
terbangunnya demokratisasi masyarakat desa.  
 Tugas utama pemerintah dalam rangka otonomi desa adalah 
menciptakan kehidupan demokratis, memberi pelayanan publik dan 
sipil yang cepat dan membangun kepercayaan masyarakat menuju 
kemandirian desa. Untuk itu desa tidak dikelola secara teknokratis 
tetapi harus mampu memadukan realita kemajuan teknologi yang 
berbasis pada sistem nilai lokal yang mengandung tata aturan, nilai, 
norma, kaidah dan pranata-pranata sosial lainnya. 
 Potensi-potensi desa berupa hak tanah (tanah bengkok, 
titisari dan tanah-tanah khas desa lainnya), potensi penduduk, 
sentra-sentra ekonomi dan dinamika sosial-politik yang dinamis itu 
menuntut kearifan dan profesionalisme dalam pengelolaan desa 
menuju optimalisasi pelayanan, pemberdayaan, dan dinamisasi 
pembangunan masyarakat desa. Sejalan dengan itu, Sutoro Eko 
(2005:xv) menjelaskan bahwa: “Tujuan yang substansial dari 
desentralisasi dan otonomi desa itu adalah:  
1. mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat, 
2. memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan, 
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3. menciptakan efisiensi pembiayaan pem-bangunan yang sesuai 
dengan kebutuhan lokal,  
4. mendongkrak kesejahteraan perangkat desa,  
5. menggairahkan ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat 
desa,  
6. memberikan kepercayaan, tanggungjawab dan tantangan bagi 
desa untuk membangkitkan prakarsa dan potensi desa,  
7. menempa kapasitas desa dalam mengelola pemerintahan dan 
pembangunan,  
8. membuka arena pembelajaran yang sangat bagi pemerintah 
desa, BPD dan masyarakat dan  
9. merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat lokal. 
 Esensi dan substansi rujukan tersebut di atas yaitu 
kesejahteraan masyarakat, partisipasi aktif dan upaya membangun 
kepercayaan bersama yang dibingkai dengan sinergitas antara 
pemerintah dengan yang diperintah. Upaya mengawal tujuan 
desentralisasi dan otonomi desa itu memerlukan komitmen politik 
dan keberpihakan kepada desa menuju kemandirian desa. Dan 
tuntutan kemandirian desa pada hakekatnya adalah terbentuknya 
daerah otonomi tingkat tiga yang disebut otonomi desa. 
 Pokok-pokok pikiran tersebut di atas berdampak langsung 
pada kegiatan pemerintahan pada level desa sebagai subsistem 
pemerintahan nasional yang dalam kondisi empirik cenderung tidak 
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proporsional. Mengingat kedudukan desa selama ini terkesan 
dimarginalkan, partisipasi publik perlu dibangun sebagai bagian 
rekonstruksi penguatan peranan desa dalam otonomi daerah. 
 Desentralisasi yang hakiki adalah desentralisasi yang memberikan 
ruang inisiatif dan ruang gerak bagi desa dalam keanekaragaman 
karakteristiknya untuk secara penuh terlibat dalam perencanaan 
daerah. 
Posisi pemerintahan desa yang dimarginalkan tidak 
menguntungkan dengan tumbuh dan berkembangnya otonomi 
desa, bahkan lambat laun desa dan kemandiriannya mengalami 





BAB III  
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
3.1  Gambaran Umum Desa Wanasari Sebelum Pemekaran 
 Desa Wanasari sebelumnya adalah bagian dari wilayah 
Desa Balirejo yang meliputi : Dusun Kenanga, Dusun Jempiring, 
Dusun Anggrek, Dusun Mawar, Dusun Melati, dan Dusun Kamboja. 
 3.1.1 Keadaan Geografis 
 Keenam dusun yang berada pada wilayah Desa Balirejo 
tersebut membentuk suatu dataran yang membentang dari timur ke 
barat, dengan batas-batas alam yang jelas sehingga tidak 
menyulitkan untuk menentukan batas wilayah, apabila terbentuk 
suatu desa baru. Luas wilayah Desa balirejo secara keseluruhan 
sekitar 18,75 km2, dengan letak geografis yang memilki batas-batas 
sebagai berikut : 
 Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sumber Agung 
 Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tawakua 
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Solo 
 Sebalah Barat berbatasan dengan Desa Argomulyo 
3.1.2 Keadaan Penduduk 
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 Sebelum terjadinya pemekaran, Desa Wanasari merupakan 
bagian dari wilayah Desa Balirejo. Pada Tahun 2010, jumlah 
penduduk Desa Balirejo ini sebanyak 3082 jiwa yang terdiri dari 
laki-laki sebanyak 1616 dan perempuan sebanyak 1466, 
sedangkan  jumlah Kepala Keluarga sebanyak 674 KK. Dengan 
melihat jumlah penduduk yang ada, sangat memungkinkan untuk 
membentuk desa baru melaui pemekaran. 
 3.1.3 Historis dan Budaya 
 Keenam Dusun yang merupakan bagian dari wilayah Desa 
Balirejo ini merupakan Desa transmigrasi yang memiliki persatuan 
yang sangat kuat dengan budaya dan adat istiadat yang tidak 
terlalu beragam. Di desa ini hanya terdapat beberapa suku, yaitu 
Suku Bali, Suku Jawa, dan Suku Bugis, dimana Suku Bali 
merupakan Suku dengan jumlah yang paling banyak, disusul oleh 
suku Jawa, kemudian suku Bugis. Dilihat dari agama yang ada, 
penduduk desa ini mayoritas beragama Hindu dan Islam 
3.2 Gambaran Umum Desa Wanasari Setelah Pemekaran 
 3.2.1 Keadaan Geografis 
 Desa Wanasari merupakan salah satu desa pemekaran di 
kecamatan angkona dari desa balirejo yang memiliki berbagai 
macam etnis , yaitu Suku Bali, Suku Jawa, dan Suku Bugis, dimana 
Suku Bali merupakan Suku dengan jumlah yang paling banyak, 
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disusul oleh suku Jawa, kemudian suku Bugis.Desa Wanasari 
secara administrasi terbagi menjadi 3 (tiga) dusun yaitu dusun 
kamboja,dusun mawar dan dusun anggrek.Dengan luas wilayah 
pekarangan 291 Ha(m2),dan luas wilayah perladangan/kebun 336 
Ha(m2),serta luas wilayah persawahan 421 Ha(M2).Adapun batas – 
batas Desa Wanasari sebagai berikut : 
 Sebelah Utara berbatasan dengan Desa sumber agung 
 Sebelah Timur berbatasan dengan desa Balirejo 
 Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Solo 
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Argo Mulyo  
 3.2.2 Keadaan Demografi  
Penduduk merupakan unsur terpenting bagi desa yang 
meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, persebaran dan mata 
pencaharian penduduk desa setempat (Bintarto, 1983:13). Jumlah 
penduduk di Desa Wanasari sampai dengan akhir tahun 2012 
berjumlah 1319 jiwa dengan 294 KK.Adapun jumlah penduduk dari 
lima dusun yang ada di Desa Wanasari  dapat dilihat pada tabel 











Data Penduduk Desa Wanasari 






1 0 – 12 bulan 14 20 34 
2 13 bulan – 4 tahun  38 59 99 
3 5 – 6 tahun  47 56 103 
4 7 – 12 tahun  49 55 104 
5 13 – 15 tahun 68 53 121 
6 16 – 18 tahun 62 67 129 
7 19 – 25 tahun  90 61 151 
8 26 – 35 tahun  65 67 132 
9 36 – 45 tahun  91 68 159 
10 46 – 50 tahun 68 56 124 
11 51 – 60 tahun  55 37 92 
12 61 – 75 tahun  41 33 74 
13 76 – 80 tahun  51 32 83 
14 81 – 90 tahun  15 12 27 
     
Sumber data: profil Desa Wanasari 
Dari jumlah penduduk yang ada, masyarakat Desa Wanasari  rata-
rata berpendidikan dengan menamatkan pendidikan ditingkat SD 
sampai pada tingkat perguruan tinggi masih rendah.Berikut di 
perlihatkan pada tabel 3.2 
Tabel 3.2 
Tingkat Pendidikan 
Pendidikan  Frekuensi  
Tidak tamat SD 325 
Tamat SD 464 
Tamat SMP 199 
Tamat SLTA 158 
Perguruan tinggi   19 
Jumlah 1165 




Penduduk desa wanasari mayoritas memeluk agama hindu yaitu 
sekitar 73,76% atau 973 orang dan yang menganut agama islam 
sebanyak 26,23% atau 346 orang.Berikut diperlihatkan diperlihatkan 
jumlah sarana ibadah sebagaimana pada tabel 3.3 
 
Tabel 3.3 
Kepercayaan dan Sarana Ibadah 
Agama & sarana keagamaan Jumlah (unit) 
Pura  4 
Mesjid 2 
Jumlah 6 
Sumber data: profil Desa Wanasari 
Corak kehidupan masyarakat di desa didasarkan pada ikatan 
kekeluargaan yang erat. Masyarakat merupakan suatu “gemeinschaft” 
yang memiliki unsur gotong royong yang kuat. Hal ini dapat dimengerti 
karena penduduk desa merupakan “face to face group” dimana mereka 
saling mengenal betul seolah-olah mengenal diri sendiri”. 
(Wasistiono,2006:11). Walaupun terdapat perbedaan diantara mereka 
namun itu tidak menjadikan mereka berbeda baik dari segi agama, suku, 
pendidikan maupun ekonomi. 
Kehidupan sosial ekonomi masyarakat di wanasari beraneka 
ragam, dimana mata pencaharian penduduknya sebagian besar bekerja 
sebagai petani, dan hanya sebagian kecil menekuni bidang bisnis jual beli 
dan Pegawai Negeri Maka pencaharian penduduk secara umum dapat 





Mata Pencaharian Frekuensi (%) 
Petani/pekebun 513 60% 
Ibu rumah tangga 294 34,4% 
Tukang bangunan 8 0,9% 
Pedagang 9 1,05 
Peternak 4 0,5 
PNS 19 2.22 
Polri 6 0,7% 
TNI 2 0,23 
Jumlah 855 100 
Sumber data: profil Desa Wanasari 
  
3.3 Gambaran Pemerintahan Desa Wanasari 
Visi dan misi Desa Wanasari 
 Visi 
Terwujudnya masyarakat Desa Wanasari yang mandiri sejahtera 
dengan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa 
transparansi moderat dan responsive yang berlandaskan pada agama 
dan nilai-nilai budaya yang ada 
 Misi  
a. Meningkatkan sumber daya aparat desa serta penataan kembali 
kelembagaan pemerintah desa 
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b. Meningkatkan pendapatan asli desa serta membentuk badan 
usaha milik desa (BUMD) 
c. Mempercantik wajah desa dengan melakukan pembangunan 
infrastruktur dan pemeliharaan aset-aset desa 
d. Mendorong peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan serta 
memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama 
e. Mendukung pengembangan kegiatan olahraga seni dan budaya 
f. Mendorong peningkatan pendapatan petani melalui upaya 
peningkatan kwalitas dan produktivitas pertanian 
g. Mendukung upaya pengentasan kemiskinan dengan jalan 
pendataan ulang terhadap saudara-saudara kita yang masih 
tergolong kurang mampu sehingga program pemerintah dalam 
rangka pengentasan kemiskinan tepat sasaran 
h. Mendukung upaya peningkatan ekonomi kerakyatan melalui 
pengembangan berbagai kelompok usaha,kelompok tani,kelompok 
ternak usaha,industry tahu tempe,usaha pembuatan batu merah 
dan usaha lain-lainnya yang berbasis ekonomi kerakyatan. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang 
Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam 
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari 
penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan 
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Maka 
selanjutnya dalam pembahasan ini akan dibahas secara terpisah 
mengenai keadaan pemerintah desa dan keadaan Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD). 
3.3.1 Pemerintah Desa 
Adapun urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa 
mencakup: 
a) urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul 
desa; 
b) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota 
yang diserahkan pengaturannya kepada desa; 
c) tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan 
Pemerintah Kabupaten/Kota; dan 
d) urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang- 
undangan diserahkan kepada desa. 
Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di 
desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan 
masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang 
sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. 
Adapun Penyelenggara pemerintah Desa Wanasari  terdiri dari : 
1. Kepala Desa 
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2. Sekretaris Desa 
3. Kaur Pemerintahan 
4. Kaur Pembangunan 
5. Kaur Umum 
6. Kadus Kamboja  
7. Kadus  Mawar 
8. Kadus  Anggrek 
Struktur pemerintah Desa Wanasari Kecamatan Angkona 
Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat dalam bagan 3.1 : 
Bagan  3.1 































DW Gede Armawan 
51 
 
Adapun rincian tugas/program kerja Desa Wanasari Antara Lain : 
1. Kepala desa 
I. Menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan dan 
pembinaan kemasyarakatan. 
II. Membina perangkat desa dan administrasi kantor. 
III. Menghadiri rapat koordinasi dan undangan yang dilaksanakan di 
desa, kecamatan dan pemerintah kabupaten. 
IV. Dalam menyelenggarakan program kerja kepala desa, 
dilaksanakan dengan : 
a) Kedudukan kepala desa adalah perangkat desa sebagai kepala 
pemerintahan yang berada dan bertanggung jawab kepada 
bupati melalui camat 
b) Tugas dan tangggung jawab kepala desa adalah : 
1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai 
kewenangan yang diberikan. 
2. Berkewajiban mengetahui permasalahan yang terjadi di 
desa dan cara memecahkan masaalah tersebut. 
3. Pelayanan umum. 
4. Memberikan pertanggung jawaban kepada bupati 
sehubungan dengan tugas-tugas yang diberikan. 
 Bidang Pemerintahan  
1. Mengadakan pembinaan administrasi desa. 
2. Rapat koordinasi tentang pelaksanaan semua peraturan  
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3. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. 
4. Melakukan pendataan dan pembinaan administrasi penduduk. 
5. Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat. 
6. Menetapkan pengelolaan tanah kas desa, tanah adat dan aset 
desa. 
7. Penetapan batas desa. 
 Bidang Pembangunan 
1. Koordinasi, membina dan mengawasi pelaksanaan proyek-proyek 
yang dialokasikan di Desa Wanasari 
2.  Menghadiri rapat Musbang desa dan Musrembang Kecamatan. 
3. Menghadiri Rapat Intersipikasi penagihan PBB. 
4. Menghadiri rapat-rapat sosialisasi. 
5. Menumbuhkan dan pengembangan kelembagaan petani. 
6. Pengetahuan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani.  
7. Pengawasan pengadaan dan penggunaan pupuk palsu. 
8. Pengembangan lembaga adat. 
9. Mendukung terlaksananya penataan lahan klarifikasi kebun  
10. Pengawasan perluasan areal perkebunan.  
11. Pemeliharaan rutin jalan kabupaten, jalan desa yang ada di Desa 
Wanasari. 
12. pembinaan pelaksanaan P3A. 
13. Pengawasan terhadap pengrusakan lingkungan hidup. 
14. Melindungi satwa yang ada. 
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 Bidang Umum 
1. Koordinasi dan melaksanakan pengendalian dalam rangka 
penanggulangan bencana alam 
2. Pembinaan terhadap masyarakat pengrajin. 
3. Penyuluhan sederhana tentang pemberantasan penyakit menular. 
4. Pengawasan terhadap dukun bayi. 
5. pengawasan terhadap tenaga medis di Pustu atau Puskesmas. 
6. Ikut memfasilitasi dan memotivasi kelompok belajar yang ada di 
Desa Wanasari 
7. Ikut memfasilitasi pembinaan organisasi pemuda. 
8. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan 
sosial. 
9. Pengawasan terhadap kaset VCD porno. 
10. Pengawasan terhadap pengedar dan pengguna narkoba. 
11.  Motivasi pelaksanaan gerakan sayang ibu. 
12. Pengelolaan dana sehat. 
13. Pengawasan terhadap media Informasi yang beredar.  
3.3.2 Badan Permusyawaratan Desa Wanasari  
Badan Permusyaratan Desa merupakan mitra kerja pemerintah 
desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Jalannya pemerintah 
desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa diawasi 
oleh BPD.. Jumlah anggota BPD di Desa Wanasari sebanyak 5 (lima) 
orang, yang terdiri atas : 
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1. Ketua BPD  : 1 orang 
2. Wakil Ketua BPD : 1 orang 
3. Sekertaris  : 1 orang 
4. Anggota   : 2 orang 
Adapun struktur pengurus BPD Desa Wanasari dapat dilihat dalam 
bagan 3.2  
Bagan 3.2 
























4.1 Proses Pemekaran Desa Wanasari 
Pemekaran desa belakangan ini hampir  tidak terkendali, 
bahkan sudah mendekati 70 ribu desa di seluruh Indonesia. Menteri 
Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyatakan : 
"Pemekaran kecamatan sekarang terlalu besar dan pemekaran desa 
juga terlalu besar, mungkin karena ingin mendapatkan uang bantuan 
desa lebih banyak”.  
Oleh karena itu, kata Mendagri, perlu mengatur masalah 
pemekaran tersebut, dan tidak hanya berdasarkan persetujuan bupati 
dan DPRD setempat. Menurut dia, ke depan untuk pemekaran desa 
atau nagari harus ada izin gubernur dengan ketentuan dan 
persyaratan yang diperketat, termasuk pemekaran daerah di 
Indonesia.  "Kemendagri sedang membuat grand design persyaratan 
pemekaran dan yang tidak seringan dulu lagi. Dulu ada daerah dengan 
penduduk hanya 6.000 ingin jadi kabupaten juga dan ini terjadi pada 
beberapa provinsi," katanya. Justru itu, kata dia, sekarang persyaratan 
lebih ketat dan ada tiga persyarakat umum, pertama, syarat 
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administrasi, kedua, geografis yang didalamnya dilihat problema-
problema di wilayah tersebut. 
 Tata cara pembentukan, penghapusan, penggabungan desa 
dan perubahan status desa menjadi kelurahan diatur dalam Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006. Menurut Permendagri 
ini, yang dimaksud dengan pembentukan desa adalah penggabungan 
beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran 
dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di 
luar desa yang telah ada. Dengan kata lain, Permendagri ini mengatur 
secara bersamaan paket pembentukan, penggabungan atau 
penghapusan desa. 
Pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan 
publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat 
desa. Adapun dalam pembentukan desa harus memenuhi 7 syarat, 
yaitu: 
1. jumlah pendudukan untuk wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 
1500 jiwa atau 300 KK, wilayah Sumatera dan Sulawesi paling 
sedikit 1000 jiwa atau 200 KK, dan wilayah Kalimantan, NTB, NTT, 
Maluku, Papua paling sedikit 750 jiwa atau 75 KK. 




3. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar 
dusun. 
4. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat 
beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat 
istiadat setempat. 
5. potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya 
manusia. 
6. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang 
ditetapkan dengan peraturan daerah. 
7. sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur 
pemerintahan desa dan perhubungan. 
Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan 
memperhatikan asal usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya 
masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat dilakukan setelah 
mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 
(lima) tahun. 
Dengan melihat syarat-syarat yang sudah ditetapkan dan diatur 
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 
tersebut, maka Pemerintah daerah Luwu Timur dalam hal ini Bupati 
selaku Kepala Daerah harus benar-benar serius dalam menanggapi 
setiap usulan proposal permohonan pemekaran Desa yang masuk. 
Dengan memperhatikan hasil observasi yang dilakukan oleh Tim 
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Verifikasi yang dibentuk Bupati, dari hasil itulah akan terlihat layak 
atau tidaknya  untuk dilakukan pemekaran desa tertentu sesuai 
dengan persyaratan yang ada.  
Adapun tatacara Pembentukan Desa adalah sebagai berikut : 
1. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk 
desa. 
2. Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan 
Kepala Desa.     
3. Mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul 
masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat 
dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang 
Pembentukan Desa.   
4. Kepala desa mengajukan usul pembentukan Desa kepada 
Bupati/Walikota melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat 
BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk. 
5. Melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya 
menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati/Walikota. Dibentuklah 
Tim Kabupaten/Kota dan Tim Kecamatan atas perintah 
Bupati/Walikota untuk melakukan observasi ke desa yang akan 
dimekarkan. 
6. Bupati/Walikota menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Pembentukan Desa (jika layak untuk dibentuk). 
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7. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan 
desa untuk menentukan secara tepat batas-batas wilayah desa 
yang akan dibentuk. Bupati/Walikota melibatkan pemerintah desa, 
BPD, dan unsur masyarakat desa. 
8. Bupati/Walikota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Pembentukan Desa hasil pembahasan pemerintah desa, BPD, dan 
unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum rapat 
Paripurna DPRD. 
9. DPRD dan Bupati/Walikota melakukan pembahasan atas 
Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa. Bila 
diperlukan dapat mengikut-sertakan Pemerintah Desa, BPD, dan 
unsur masyarakat desa. 
10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang 
telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati/Walikota 
disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati/Walikota untuk 
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. 
11. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan 
Desa oleh pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung 
sejak tanggal persetujuan bersama. 
12. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan 
Desa oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari 
terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama. 
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13. Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan Daerah di dalam 
Lembaran Daerah jika Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Pembentukan Desa dianggap syah. 
Pembiayaan pembentukan, pengggabungan dan penghapusan 
Desa serta perubahan status Desa menjadi Kelurahan dibebankan 
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. 
Pembinaan dan pengawasan terhadap Pembentukan, Penghapusan, 
Penggabungan Desa dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan 
dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pembinaan dan 
pengawasan tersebut dilakukan melalui pemberian pedoman umum, 
bimbingan, pelatihan, arahan dan supervise. 
 
4.1.1 Proses Penjaringan Aspirasi Masyarakat 
Pemekaran desa Balirejo menjadi desa Wanasari merupakan 
murni keinginan atau prakarsa masyarakat setempat. Keinginan untuk 
memekarkan diri ini muncul diawali dengan melihat dan 
membandingkan desa-desa lain yang telah mekar sebelumnya, 
dimana desa-desa yang telah mekar tersebut mengalami kemajuan 
dan perkembangan pembangunan yang lebih cepat. Desa-desa 
tersebut memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit dan luas wilayah 
yang lebih sempit jika dibandingkan dengan desa Balirejo. 
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Wacana pemekaran ini muncul dari wilayah dusun yang meliputi 
Dusun Kamboja, Dusun Mawar, dan Dusun Anggrek. Terlepas dari 
keinginan masyarakat dalam pemekaran ini, Kepala Dusun dari ketiga 
dusun tersebut juga memiliki peran penting dari awal munculnya 
rencana pemekaran sampai terjadinya atau terbentuknya desa baru, 
yang merupakan aspirasi dari masyarakat. 
Sebenarnya wacana pemekaran desa ini sudah cukup lama 
munculnya, yaitu sejak tahun 2002 dan baru terlaksana pada tahun 
2012. Tokoh- tokoh masyarakat dan masyarakat setempat 
sebelumnya sudah pernah mengadakan pertemuan untuk 
membicarakan rencana pemekaran desa ini, yang hasilnya seluruh 
masyarakat dari wilayah dusun yang ingin mekar tersebut sangat 
setuju dan mendukung rencana pemekaran, karena tujuan dari 
rencana pemekaran ini sudah sangat jelas, yaitu untuk meningkatkan 
kesejahteraan bersama.  
Sebelumnya telah ada proposal yang telah dibuat oleh panitia 
dan telah disampaikan kepada Bupati, namun belum mendapatkan 
tanggapan yang serius dari pemerintah daerah, sehingga terbengkalai 
begitu saja. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh kepala desa 
Balirejo Bapak I Nyoman Santosa , mengatakan bahwa : 
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“Rencana pemekaran desa ini sebenarnya sudah lama muncul, 
pada saat itu saya masih menjabat sebagai ketua BPD. Sebagai 
ketua BPD, saya mendukung rencana pemekaran desa ini, 
karena ini merupakan murni keinginan dari masyarakat, begitu 
juga dengan anggota-anggota BPD. Pada saat itu telah ada 
proposal pemekaran yang masuk. Proposal itu disampaikan 
kepada Camat oleh pak desa, kemudian dari camat 
disampaikan kepada Bupati. Tetapi pada saat itu belum ada 
tanggapan dari Bupati, sehingga rencana pemekaran mandek 
sampai di situ dan tidak ada kelanjutan”. (Wawancara, 13 
Februari 2013). 
Kemudian dalam wawancara dengan salah satu tokoh 
masyarakat setempat Bapak Wayan Suarta, mengatakan bahwa : 
“Wacana pemekaran desa ini muncul sudah cukup lama,yaitu 
sekitar sejak tahun 2002. Sudah pernah menyampaikan 
proposal kepada bupati, namun belum mendapatkan 
tanggapan. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya 
pengawalan dari masyarakat maupun tokoh-tokoh masyarakat 
setempat, dan masyarakat hanya menunggu saja, sehingga 
rencana pemekaran ini hanya berhenti begitu saja dan tidak ada 
kelanjutan”. (Wawancara, 9 Februari 2013). 
Masyarakat memandang pemekaran wilayah desa adalah 
sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui 
peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi 
masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya 
untuk meningkatkan kemampuan pemerintah aparatur desa dalam 
memperpendek rentang kendali pemerintahan sehingga meningkatkan 




 Pemekaran wilayah desa Wanasari di Kecamatan Angkona 
pada dasarnya merupakan upaya peningkatan kesejahteraan 
masyarakat dengan tetap berpedoman pada pertumbuhan ekonomi 
dengan memperhatikan daya dukung wilayah, baik dari segi aspek 
pelayanan masyarakat, aspek pemerintahan, aspek sosial ekonomi, 
dan aspek potensi wilayah yang ada. Dengan adanya pemekaran 
diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi kemajuan 
masyarakat. 
Secara umum tujuan pembentukan desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 
Tahun 2006 adalah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik 
guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Beberapa 
alasan masyarakat yang kemudian menjadi tujuan bersama dalam 
pemekaran Desa Wanasari ini antara lain : 
a. Masyarakat menginginkan  pelayanan publik yang lebih baik dan 
lebih mudah, serta pemerataan pembangunan. Melalui 
pemerintahan desa yang baru diasumsikan akan lebih dapat 
memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan 
pelayanan melalui pemerintahan desa induk dengan cakupan 
wilayah pelayanan yang lebih luas. Melalui proses perencanaan 
pembangunan desa pada skala yang lebih terbatas, maka 
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pelayanan publik dan pemerataan pembangunan sesuai kebutuhan 
masyarakat akan lebih tersedia,  
b. Tujuan ingin mendapatkan dana ADD, dengan adanya pemekaran 
desa baru tentunya akan mendapatkan dana ADD sendiri, dan 
akan sangat mendukung kelancaran proses pemerataan 
pembangunan di segala aspek. 
c. Pemekaran desa diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan 
ekonomi penduduk setempat. Dengan dikembangkannya desa 
baru yang otonom, maka akan memberikan peluang untuk 
menggali berbagai potensi yang selama ini tidak tergali. 
d. Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintahan. 
Dengan adanya pemekaran ini, berbagai peluang ekonomi baru 
baik secara formal maupun informal menjadi lebih tersedia sebagai 
dampak ikutan pemekaran desa. 
 Dalam wawancara dengan camat Ankona Bapak Senfry 
Oktovianus Sstp, MPA, mengatakan bahwa : 
“Pemekaran desa wanasari ini adalah  keinginan dari 
masyarakat. Intinya masyarakat menginginkan pelayanan yang 
lebih baik, dengan mendapatkan ADD sendiri agar tercapai 
pemerataan pembangunan, yang tadinya desa Balirejo 
mendapatkan satu dana ADD, setelah dimekarkan masing- 
masing mendapat satu ADD, artinya kan mendapat dua dana, 
Balirejo mendapat dana ADD sendiri Wanasari juga mendapat 
dana ADD sendiri. Kemudian dengan adanya desa baru akan 
65 
 
tercipta peluang kerja d tingkat pemerintahan 
desa”.(Wawancara,15 Februari 2013). 
Kemudian wawancara dengan Bapak Ketut Mekir (salah satu 
tokoh masyarakat, mengatakan bahwa : 
“Kalau tujuan dari pemekaran ini sendiri, masyarakat ingin 
mendapat pelayanan yang lebih baik dan juga mendekatkan 
pelayanan. Waktu belum mekar kan Balirejo sebagai desa induk 
itu sangat luas dan penduduknya banyak, pelayanan sudah baik 
tapi kan akan lebih baik kalau dimekarkan, jadi cakupan 
pelayanannya tidak terlalu luas. Kemudian kalau dimekarkan 
bisa mendapatkan dana ADD sendiri, masyarakat bisa 
mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa melalui 
pembinaan yang baik, kemudian tercipta lapangan kerja di 
tingkat aparat desa akan mengurangi pengangguran”. 
(Wawancara, 9 Februari 2013). 
Jika dilihat dari jumlah penduduk dan luas wilayah saja, desa 
Balirejo sudah cukup layak untuk dimekarkan. Berangkat dari sini 
masyarakat bisa mempelajari bahwa perlu adanya pemekaran demi 
peningkatan kualitas pelayanan publik dalam percepatan pelayanan 
kepada masyarakat dan pemerataan pembangunan.  
Sebagai langkah keseriusan untuk memekarkan diri, beberapa 
tokoh masyarakat bertemu kembali untuk membicarakan soal 
pemekaran ini. Setelah mereka sepakat kemudian mereka 
mengundang masyarakat secara keseluruhan untuk duduk bersama 
membahas dan membicarakan rencana pemekaran yang meliputi 
alasan-alasan pemekaran dan manfaat serta tujuan dari pemekaran itu 
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sendiri, yang hasilnya masyarakat sangat setuju dan mendukung 
rencana pemekaran tersebut.  
Dalam pertemuan  ini, dihadiri oleh BPD Desa Balirejo dan 
anggotanya, Kepala Desa Balirejo beserta aparat Desa sebagai desa 
induk, disiapkan daftar hadir untuk diisi bagi masyarakat yang hadir. 
Setelah rapat/musyawarah dimulai dan mendengarkan penjelasan-
penjelasan dari tokoh-tokoh masyarakat yang mewakili masyarakat 
dalam menyalurkan aspirasinya, maka Kepala Desa dan BPD Desa 
Balirejo merestui dan mendukung sepenuhnya untuk diadakan 
pemekaran Desa dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat 
tentang rencana pemekaran desa. 
Setelah mencapai kesepakan masyarakat secara keseluruhan, 
kemudian proposal permohonan pemekaran desa dibuat kembali 
dengan acuan proposal sebelumnya. Jadi hal-hal yang kurang atau 
belum dicantumkan dalam proposal sebelumnya,sudah dilengkapi di 
dalam proposal yang baru ini. Poposal tersebut diajukan kepada BPD 
dan kepala desa, yang selanjutnya akan disampaikan kepada bupati 
melalui camat. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh kepala 
desa Balirejo Bapak I Nyoman Santosa, mengatakan bahwa : 
“ Pemekaran ini kan munculnya dari masyarakat, kemudian 
masyarakat mengadakan pertemuan dihadiri oleh BPD dan 
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Kepala Desa, dulu masih Kepala Desa Balirejo. Terjadinya atau 
terlaksananya pertemuan ini tidak lepas dari peran tokoh-tokoh 
yang ada di Wanasari dan hasil dari pertemuan disepakati 
adanya pemekaran, kemudian pertemuan ini juga dicatat dalam 
berita acara”. (Wawancara, 13 Februari 2013). 
Kemudian dalam wawancara dengan salah satu tokoh 
masyarakat setempat Bapak Wayan Suarta, mengatakan bahwa : 
“Setelah muncul keinginan untuk memekarkan diri dari 
masyarakat, saya dan beberapa tokoh masyarakat berembuk 
bersama-sama untuk membicarakan soal keinginan pemekaran 
ini. Kemudian kami mengajak atau mengundang masyarakat 
untuk duduk bersama dan hasilnya ternyata semua sepakat dan 
betul-betul menginginkan untuk mekar. Pada waktu itu juga 
dihadiri oleh BPD dan kepala Desa Balirejo. Daftar hadir juga 
ada pada pertemuan itu, kemudian dibuatkan juga berita 
acara”.(Wawancara, 9 Februari 2013). 
 
4.1.2 Proses Pembentukan Panitia Pemekaran 
Munculnya isu pemekaran desa, yang kemudian dilanjutkan 
dengan agenda duduk bersama untuk melakukan musyawarah yang 
menghasilkan kesepakatan bersama untuk memekarkan diri, maka 
selanjutnya dibentuklah panitia pemekaran yang bertugas untuk 
mengurus kelanjutan daripada rencana pemekaran. Setelah 
dirumuskannya panitia pemekaran Desa Wanasari, selanjutnya panitia 
dimaksud membuat proposal usulan pembentukan Desa kepada 
Bupati Kabupaten Luwu Timur melalui Kepala Bagian Pemerintahan 
Kabupaten Luwu Timur. Dengan melampirkan profil desa yang 
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meliputi profil desa induk, profil desa yang akan dibentuk dan peta 
kampong yang akan dibentuk. 
Pembentukan panitia pemekaran Desa Wanasari ini ditunjuk 
dan dibentuk langsung oleh masyarakat, dimana kepanitian diketuai 
dan beranggotakan dari masyarakat setempat. Dalam hal 
pembentukan panitia pemekaran ini, Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) dan Kepala Desa Balirejo hanya sebagai fasilitator, dan tidak 
ikut serta atau menentukan keanggotaan dalam kepanitiaan. 
Sebagaimana hal ini yang dikemukakan oleh Bapak Gede Jaya (ketua 
panitia pemekaran), mengatakan bahwa : 
“Kalau soal pembentukan panitia pemekaran kemarin itu dipilih 
langsung oleh masyarakat, jadi yang pilih maupun membentuk 
panitia bukan aparat desa Balirejo. Pada saat itu kepanitiaan 
dipilih secara votting suara terbanyak. Kebetulan saya 
dipercayakan terpilih menjadi ketua panitianya, artinya orang-
orang yang masuk dalam kepanitian ini adalah orang-orang 
yang menurut masyarakat bisa dipercaya dan diandalkan”. 
(Wawancara, 7 Februari 2013). 
Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Suraji (tokoh 
masyarakat) : 
“Panitia pemekaran itu yang bentuk adalah masyarakat sendiri, 
dipilih langsung oleh masyarakat secara demokrasi. Jadi ada 
beberapa orang yang terpilih masuk dalam kepanitiaan tersebut 
merupakan pilihan masyarakat secara bersama-sama”. 
(Wawancara, 13 Februari 2013). 
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Setelah terbentuknya panitia pemekaran ini, yang selanjutnya 
mengemban tugas yang merupakan kepercayaan dari masyarakat, 
mulai dari pembuatan proposal permohonan pemekaran desa hingga 
terbentuknya desa baru yang merupakan keinginan dari masyarakat.  
4.1.3 Proses Penyusunan Raperda  
Sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang 
dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan 
perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. 
Peraturan perundang-undangan menegaskan, bahwa Peraturan 
Daerah (Perda) dibentuk oleh DPRD yang dibahas bersama dengan 
Kepala Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama. Dalam 
konteks ini, pembahasan dan persetujuan bersama atas Perda yang 
dibentuk itu berlansung di DPRD. Pembentukan Perda tidaklah terjadi 
begitu saja, melainkan diawali dengan proses penyusunan Rancangan 
Perda.  
Dalam hal pemekaran Desa Wanasari ini, setelah adanya atau 
munculnya prakarsa dari masyarakat yang dilanjutkan dengan 
pembentukan panitia pemekaran yang salah satu peranannya adalah 
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pembuatan proposal permohonan pemekaran desa. Proposal ini 
kemudian disampaikan kepada Bupati. Penyampaian atau pengajuan 
proposal kepada Bupati tersebut dilakukan oleh Kepala Desa melalui 
Camat. 
Untuk mengkaji dan menentukan sebuah wilayah dinyatakan 
layak atau tidak untuk menjalani proses pemekaran, perlu dibentuk 
sebuah kesatuan kepanitiaan independen. Dalam hal pemekaran 
Desa Wanasari ini setelah proposal permohonan pemekaran diterima 
oleh Bupati, selanjutnya Bupati membentuk Tim Verifikasi yang 
bertugas melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk, yang 
hasilnya akan menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati. Tim 
Verifikasi ini diketuai oleh Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan dari 
Kabupaten, beranggotakan sembilan orang dari Bagian Pemerintahan, 
Bagian Hukum, dan juga dari Kecamatan. 
Tim verifikasi yang sudah dibentuk ini, selanjutnya akan turun 
melakukan observasi atau peninjauan langsung ke desa yang akan 
dimekarkan. Hasil observasi ini nantinya yang akan menjadi bahan 
pertimbangan layak atau tidaknya dilakukannya pemekaran di desa 
tersebut. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Camat Angkona 
Bapak Senfry Oktovianus Sstp, MPA, mengatakan bahwa : 
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 “ Setelah ada kesepakatan rencana pemekaran dari masyarakat 
dan panitia pemekaran sudah dibentuk, kemudian dibuatlah  
proposal. Proposal ini disampaikan Kepala Desa induk, 
kemudian oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui 
Camat. Setelah proposal diterima, maka dibentuklah Tim 
Verifikasi dari Kabupaten oleh Bupati yang anggotanya ada juga 
dari Kecamatan. Tim inilah yang melakukan peninjauan 
langsung ke lapangan atau desa yang akan dimekarkan. 
Hasilnya nanti bisa jadi bahan pertimbangan layak atau tidaknya 
dilakukan pemekaran terhadap desa tersebut. Jika memang 
sudah layak, maka pemekaran akan dilakukan sesuai dengan 
prosedur yang ada”. (Wawancara,15 Februari 2013). 
Kemudian dalam wawancara dengan salah satu anggota Tim 
Verifikasi Kabupaten Bapak Mark Ian Marion S.H, mengatakan 
bahwa : 
“Tim Verifikasi dibentuk oleh Bupati. Tim ini diketuai oleh Kepala 
Bagian Pemerintahan sendiri dan saya juga masuk dalam Tim 
ini sebagai anggota. Anggotanya itu berjumlah 9 orang dari 
Bagian Pemerintahan dan Bagian Hukum, dan ada juga yang 
dari Kecamatan yang bersangkutan. Adanya anggota dari 
Kecamatan setidaknya lebih faham dengan wilayahnya 
dibanding orang Kabupaten,yang nantinya bisa memperlancar 
jalannya observasi. Kami melakukan observasi, dan dari hasil 
observasi inilah akan terlihat layak atau tidaknya dilakukan 
pemekaran di desa bersangkutan”. (Wawancara,16 Februari 
2013). 
Selanjutnya Bupati beserta Tim Verifikasi Kabupaten 
menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang pemekaran desa 
yang didahului dengan pembuatan Naskah Akademiknya, yang juga 
mengacu pada hasil observasi. Naskah Akademik merupakan bahan 
baku yang dibutuhkan dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan, termasuk Peraturan Daerah. Dengan dukungan naskah 
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akademik yang memadai diharapkan dapat dibentuk peraturan 
perundang-undangan yang baik, dalam arti aplikatif dan futuristik. 
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) adalah 
sangat menentukan bagi kelancaran pembahasan di DPRD. Karena 
itu, kualitas suatu Perda dan pengambilan keputusan atas Rancangan 
Perda menjadi Perda sangat ditentukan oleh cara bagaimana 
rancangan Perda itu disusun. Setidaknya suatu Rancangan Perda 
harus didahului dengan menyusun naskah akademik.  
Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan di Kabupaten, 
dengan bantuan pihak akademisi yang berkompeten dalam bidang 
yang terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibuat. 
Naskah Akademik merupakan hal yang krusial dari suatu pembuatan 
Raperda, karena dalam pembuatan Naskah Akademik tersebut akan 
termuat dengan cermat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis 
sebagai dasar yang baik untuk suatu raperda. Hal ini sebagaimana 
yang dikemukakan oleh salah satu anggota dari Tim Verifikasi Bapak 
Mark Ian Marion S.H, mengatakan bahwa : 
“Dalam penyusunan Naskah Akademik itu kami mengacu pada 
hasil observasi di lapangan. Naskah Akademik dibuat di 
Kabupaten. Jadi pada saat itu kami dari Tim Verifikasi juga 
mengundang pihak dari akademisi yang ahli dalam bidang ini, 
kemudian kami membahas bersama-sama. Naskah akademik 
73 
 
ini yang nantinya akan menjadi acuan dalam pembuatan 
Raperdanya”. (Wawancara,16 Februari 2013). 
            Naskah akademik harus disusun secara cermat dan hati-hati. 
Pembentukan satu tim penyusun dan tim konsultasi atau pengarah 
harus dilakukan. Demikian pula kegiatan konsultasi public secara terus 
menerus harus diselenggarakan untuk merevisi konsep (draft) naskah 
akademik. Ihwal pembentukan tim penyusun dan tim 
konsultasi/pengarah diuraikan lebih rinci. 
Langkah pertama dari suatu lembaga/instansi/badan yang ingin 
menyusun naskah akademik adalah membentuk satu tim penyusun. 
Tim ini hendaknya dibentuk dengan surat keputusan secara formal 
yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga/instansi/badan tersebut. 
Surat keputusan oleh pejabat di bawahnya masih dimungkinkan, tetapi 
kekuatannya dalam hal melegitimasi dimulainya proses penyusunan 
peraturan daerah agak lemah. 
Meskipun secara khusus teknis penyusunan dan format naskah 
akademik untuk peraturan daerah belum ada namun secara umum 
format penyusunan naskah akademik terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu: 
1.  Bagian Pertama berisi laporan hasil pengkajian dan penelitian 
tentang Rancangan Peraturan Daerah  
2.  Bagian Kedua berisi konsep awal rancangan Peraturan Daerah 
yang terdiri dari pasal pasal yang diusulkan. 
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Dengan didahului atau disertai dengan naskah akademik ini, 
maka  akan sangat memudahkan bagi pembahasan rancangan Perda 
untuk ditetapkan menjadi Perda. Setidaknya dalam pembahasan atas 
rumusan materi dari Perda itu tidak terjebak dalam “debat” 
dipermukaan yang pada akhirnya tujuan pembentukan Perda itu tidak 
optimal. Dengan disertai naskah akademik, maka tahap-tahapan 
pembasan Perda akan lebih mendalan dan setiap tahap pembahasan 
yang harus dilalui dapat berjalan dengan baik. 
Mengacu pada Naskah Akademik yang ada, maka disusunlah 
Raperda Pemekaran Desa oleh Bupati beserta Tim Verifikasi. 
Membuat rancangan peraturan perundang-undangan merupakan 
suatu pekerjaan yang sulit. Hal ini dikarenakan konsekuensi hukum 
dari produk hukum yang akan dikeluarkan oleh pejabat yang 
berwenang dalam mengakomodasi beberapa kepentingan. Apabila 
suatu peraturan perundang-undang dibuat kurang sempurna atau 
kurang dimengerti oleh pelaksana undang-undang, sudah barang 
tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Idealnya, suatu 
undang-undang dibuat sederhana dalam rangka memudahkan 
pemahaman undang-undang dimaksud.  
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Namun dalam praktik, untuk menghindari perbedaan penafsiran 
atas suatu rumusan peraturan perundang-undangan, umumnya para 
pembuat kebijakan menyusun perundang-undangan secara detail 
dengan maksud memperjelas materi atau muatan yang ada dalam 
peraturan tersebut. Rumusan tersebut pada akhirnya menimbulkan 
kesan berbelit-belit dan jauh dari “kesederhanaan”, bahkan seringkali 
menimbulkan multitafsir.  
Untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan yang 
baik para pembuat kebijakan harus melakukan persiapan khususnya 
terkait dengan pengetahuan yang mendalam dari materi yang akan 
diatur dan pengetahuan akan daya upaya apa yang tepat untuk 
mencegah penghindaran diri dari ketentuan undang-undang tersebut.  
Penyusunan rancangan Perda maupun Undang-undang tidak 
hanya merupakan soal pengetahuan saja, namun juga diperlukan seni 
dalam merancang undang-undang. Dengan demikian, diharapkan 
undang-undang tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum 
bagi para pelaksananya, tetapi juga mampu menampung 
perkembangan di masa yang akan datang. 
Untuk itu dalam hal penyusunan Raperda tentang Pemekaran 
Desa ini, penyusun harus benar-benar memiliki pemahaman dan 
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ketelitian agar hasilnya mudah dimengerti. Raperda disusun 
sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kejanggalan-kejanggalan 
mulai dari kata-kata, kalimat, hingga penulisannya. Sebagaimana hal 
ini dikemukakan oleh salah satu anggota Tim Verifikasi Bapak Mark 
Ian Marion S.H, mengatakan bahwa : 
“Penyusunan Rancangan Perda Pemekaran ini dilakukan oleh 
Bupati bersama Tim yang sudah ada. Dalam penyusunannya itu 
harus betul-betul teliti dan terperinci, mulai dari kata-katanya, 
kalimatnya, sampai penulisannya itu kami susun sedemikian 
rupa supaya jelas dan mudah dipahami. Intinya dibuat sebagus 
mungkin lah agar nanti setelah kami sampaikan ke DPRD itu 
mudah diterima begitu juga nantinya dalam pembahasannya 
pada Rapat Paripurna di DPRD”. (Wawancara,16 Februari 
2013). 
Rancangan Perda tentang Pemekaran Desa yang telah disusun 
kemudian melalui Tim Verifikasi, Rancangan Perda tersebut 
disampaikan oleh Bupati ke DPRD beserta Naskah Akademiknya. 
Rancangan Perda tersebut akan dibahas dalam Rapat Paripurna 
DPRD yang nantinya akan disusun dan disahkan menjadi Perda. 
Dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas 
produk hukum daerah, diperlukan suatu proses atau prosedur 
penyusunan Perda agar lebih terarah dan terkoordinasi. Hal ini 
disebabkan dalam pembentukan Perda perlu adanya persiapan yang 
matang dan mendalam, antara lain pengetahuan mengenai materi 
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muatan yang akan diatur dalam Perda, pengetahuan tentang 
bagaimana menuangkan materi muatan tersebut ke dalam Perda 
secara singkat tetapi jelas dengan bahasa yang baik serta mudah 
dipahami, disusun secara sistematis tanpa meninggalkan tata cara 
yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam penyusunan 
kalimatnya. 
Prosedur penyusunan ini adalah rangkaian kegiatan 
penyusunan produk hukum daerah sejak dari perencanaan sampai 
dengan penetapannya. Adapun prosedur penyusunan peraturan 
perundang-undangan tingkat daerah di lingkungan pemerintah daerah 
diatur dalam: 
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah 
(Keputusan Mendagri) No.21 Tahun 2001 tentang Teknik 
Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah. 
2. Keputusan Mendagri No.22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-
produk Hukum Daerah. 
3. Keputusan Mendagri No.23 Tahun 2001 tentang Prosedur 
Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah. 
4.  Keputusan Mendagri No.24 Tahun 2001 tentang Lembaran 
Daerah dan Berita Daerah. 
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Tata cara pembentukan Peraturan Daerah (Perda) menurut 
Keputusan Mendagri tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Persiapan penyusunan Raperda (dalam peraturan tata tertib 
DPRD) Raperda berasal dari DPRD atau Kepala Daerah. Kepala 
Daerah menyampaikan surat pengantar kepada DPRD, 
sedangkan pimpinan DPRD menyampaikan Raperda kepada 
Kepala Daerah. Penyebarluasan Raperda dari DPRD 
dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD. Penyebarluasan Raperda 
dari kepala daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. Bila 
materi Raperda dari DPRD dan Kepala Daerah sama, maka yang 
dibahas adalah Raperda yang disampaikan oleh DPRD. Raperda 
dari kepala daerah digunakan sebagai bahan sandingan. 
2. Pembahasan Rancangan Perda. Pembahasan Raperda dilakukan 
oleh DPRD bersama kepala daerah dalam rapat komisi/panitia/alat 
kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan 
Rapat Paripurna. 
3. Penarikan kembali Rancangan Perda (Raperda) dapat ditarik 
kembali sebelum pembahasan oleh DPRD dan kepala daerah. 
Penarikan kembali Raperda berdasarkan persetujuan bersama 
antara DPRD dan kepada daerah. 
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4. Penetapan Raperda menjadi Perda yang telah disetujui bersama 
oleh DPRD dan kepala daerah, dalam waktu paling lambat 7 hari 
disampaikan pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk 
ditetapkan menjadi Perda. Raperda ditandatangani oleh kepala 
daerah dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak Raperda 
disetujui bersama, maka Raperda tersebut sah menjadi Perda dan 
wajib diundangkan.  
Dari uraian di atas, dapat diketehui bahwa Raperda bisa saja 
berasal dari DPRD ataupun dari Kepala Daerah. Dalam hal Raperda 
tentang Pemekaran Desa Wanasari ini, adalah berasal dari Kepala 
Daerah. Dalam hal pemekaran Desa Wanasari ini usulan  Raperda 
beserta Naskah Akademiknya berasal dari Bupati yang kemudian 
disampaikan kepada DPRD Luwu Timur.  
Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Pemekaran 
Desa Wanasari tersebut siap dibahas di Badan Musyawarah (Banmus) 
DPRD Kabupaten Luwu Timur terlebih dahulu. Setelah Raperda itu 
dibahas, Banmus akan merekomendasikan pembentukan Panitia 
Khusus (Pansus) Pemekaran Desa Wanasari. Panitia Khusus 
(Pansus) yang akan menangani Raperda ini untuk pembahasan dalam 
Rapat Paripurna DPRD. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh 
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Camat Angkona  Bapak Senfry Oktovianus Sstp, MPA, mengatakan 
bahwa : 
“Proses pembuatan Perda tentang Pemekaran Desa Wanasari 
ini sama saja dengan pembuatan Perda-perda lainnya. Setelah 
DPRD menerima Rancangan Perdanya dari Bupati, maka 
selanjutnya dibentuk Panitia Khusus(Pansus) yang akan  
menangani Raperda ini dalam pembahasannya di rapat 
paripurna DPRD”. (Wawancara,15 Februari 2013). 
Kemudian wawancara dengan salah satu anggota Komisi 1 
DPRD Luwu Timur Bapak I Ketut Suantara, mengatakan bahwa :  
“ Kalau soal pembuatan Perdanya, itu kan di proses di DPRD. 
Jadi setelah DPRD menerima Raperda dari Bupati, kemudian di 
bentuklah Panitia Khusus (Pansus) untuk menangani perda ini. 
Setiap Raperda itu kan ada Pansusnya masing-masing, Pansus 
inilah yang mengajukan dan memaparkan pembahasan 
Raperdanya dalam rapat Paripurna DPRD. Untuk Raperda 
pemekaran Desa Wanasari ini, Pansusnya dari anggota komisi 
1 yang menangani Bagian Pemerintahan”. (Wawancara,16 
Februari 2013). 
Dalam penyusunan perundang-undangan di Indonesia tidak 
terlepas dari partisipasi masyarakat itu sendiri. Masyarakat dapat 
menyampaikan pendapat dan masukan-masukan kepada pemerintah 
atau lembaga pemerintah yang berwenang untuk membuat 
perundang-undangan tersebut. Partisipasi atau peranan masyarakat 
dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia 
adalah sebagai berikut: 
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1. Mengoptimalkan lembaga-lembaga penyalur aspirasi masyarakat 
yang telah ada, yaitu MPR, DPR, DPRD, Orsospol, Badan 
Permusyawaratan Desa, dan media massa. Lembaga-lembaga itu 
melakukan pengembangan dalam bidang politik sesuai dengan isi 
UUD 1945 pasal 28 yaitu “Kemerdekaan berserikat dan 
berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan 
sebagainya yang ditetapkan dengan undang-undang.” 
Undangundang tersebut adalah Undang-Undang RI No.9 tahun 
1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka 
umum. 
2. Mengawasi berlangsungnya proses pengolahan penyusunan 
peraturan perundang-undangan dengan menjunjung tinggi nilai-
nilai objektivitas dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban 
sebagai warga masyarakat yang baik. 
3. Sebagai motivator percepatan penyusunan dan pemberlakuan 
peraturan perundang-undangan. 
4. Sebagai subjek pendukung ketertiban suasana penyusunan 
peraturan perundang-undangan. Contoh: Dalam sidang DPR atau 
MPR yang sedang menyusun RUU atau ketetapan Majelis harus 
selalu didukung oleh suasana yang aman, tertib, dan teratur dalam 
pelaksanaannya. Hal ini tidak terlepas dari partisipasi masyarakat 
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yang tanpa membuat gaduh suasana sidang, baik di dalam 
maupun di luar sidang. 
Apabila di dalam pelaksanaan undang-undang yang telah ada 
dan disahkan oleh pihak berwenang seperti yang dikemukakan di atas 
terdapat undang-undang yang tidak mengakomodasi aspirasi 
masyarakat Indonesia, maka undang-undang tersebut tidak akan 
mungkin terlaksana dengan baik. Oleh karena dalam pelaksanaan 
undang-undang tersebut harus terdapat keinginan, harapan dan 
kenyataan yang diaspirasikan oleh masyarakat itu sendiri. 
Pemerintah atau pihak yang berwenang harus dapat menerima 
aspirasi rakyatnya karena pemerintah tanpa rakyat tidak akan berarti 
apa-apa. Begitu pula sebaliknya rakyat tanpa ada pemerintah yang 
berdaulat tidak berarti apa-apa. Pihak yang satu membutuhkan pihak 
yang lain sebagai subjek maupun objek pelaksana undang-undang itu 
sendiri. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur harus memperhatikan, 
menindaklanjuti aspirasi-aspirasi masyarakatnya dengan bertanggung 
jawab.  
Setelah Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 42 
Tahun 2011 oleh Bupati Kabupaten Luwu Timur dan telah 
diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur, maka 
usailah tahapan dalam pembentukan Desa Wanasari Kabupaten Luwu 
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Timur. Tahapan selanjutnya adalah mengadakan pemilihan perangkat 
pemerintahan Desa Wanasari oleh masyarakat  sendiri, yaitu 
pemilihan Kepala Desa secara langsung. 
Sebagai tindak lanjut Pemerintah Daerah Luwu Timur dalam 
memperhatikan aspirasi masyarakat Desa Wanasari, maka 
diresmikanlah Desa Wanasari pada hari Kamis, tanggal 14 Juni 2012 
oleh Bupati Luwu Timur. Prosesi peresmian desa Wanasari ini, 
sekaligus dirangkaikan dengan pelantikan penjabat Kadesnya, yakni 
Bapak Musa. Usai peresmian,  Bupati Lutim, Andi Hatta Marakarma 
juga menyerahkan bantuan satu unit Bus Sekolah.  
Dalam sambutannya, Hatta mengatakan peresmian desa baru, 
hakikatnya bukan karena Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tidak 
mampu menjangkau atau menyentuh aspek-aspek pembangunan 
pada wilayah Desa, melainkan semata-mata untuk mengoptimalkan 
pelayanan publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
“Semakin dekat jangkauan pelayanan kepada masyarakat, 
maka akan semakin memberikan kemudahan kepada masyarakat 
dalam menerima akses pelayanan dari pemerintah, sehingga kualitas 
pelayanan kepada masyarakat bisa lebih baik dari sebelum 
pemekaran” jelas Hatta. 
Hatta juga mengatakan tugas sorang penjabat Kades tidaklah 
mudah, diantaranya mempersiapkan pemilihan Kepala Desa, 
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mempersiapkan penetapan anggota BPD, serta menyelenggarakan 
administrasi pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku.  
Selain itu orang nomor satu di Lutim ini juga mengharapkan 
agar penjabat Kades segera membentuk pengurus desa dengan 
memberdayakan masyarakat sekitar, jangan lagi menggunakan 
masyarakat di luar desa yang bersangkutan. Hatta juga meminta agar 
seluruh warga desa bersama-sama mendukung dan membantu 
Penjabat kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugas 
pengabdiannya. 
Adapun harapan-harapan masyarakat dan pemerintah 
setempat, dengan terlaksananya pemekaran Desa Wanasari ini 
diharapkan dapat tercapai hal-hal yang menjadi keinginan masyarakat, 
seperti peningkatan pelayanan dan pemerataan pembangunan. Hal-
hal tersebut dapat tercapai apabila ada kerja sama yang baik antara 
pemerintah dengan masyarakatnya. 
 
4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemekaran Desa 
Wanasari  
Pemekaran desa adalah pembentukan desa baru dengan cara 
mengembangkannya dari desa yang telah ada. Pemekaran Desa 
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Wanasari ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan 
percepatan pembangunan guna mempercepat terwujudnya 
kesejahteraan masyarakat desa.  
Ditinjau dari luas wilayah dan jumlah penduduk, pemekaran 
Desa Wanasari ini telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Surat 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pemekaran Desa, yang isinya antara lain berpenduduk 
paling sedikit 1000 jiwa atau 200 KK untuk wilayah Sumatera dan 
Sulawesi, luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan 
pelayanan dan pembinaan masyarakat, dan memiliki batas-batas yang 
jelas. 
 Desa Wanasari yang meliputi Dusun Kamboja, Dusun Mawar, 
dan Dusun Anggrek. Sebelumnya ketiga dusun tersebut merupakan 
bagian dari wilayah Desa Balirejo yang membentuk suatu dataran 
yang membentang dari timur ke barat, dengan batas-batas alam yang 
jelas sehingga tidak menyulitkan untuk menentukan batas wilayah, 
apabila terbentuk suatu desa baru. 
Terlepas dari keinginan masyarakat dalam pemekaran suatu 
wilayah, dukungan pemerintahnyapun memiliki peran yang sangat 
penting pula dalam dilakukannya pemekaran. Tanpa adanya 
dukungan dari pemerintah setempat, tentunya akan menghambat 
keinginan atau aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya 
86 
 
pemekaran. Guna mempermudah dan mempercepat proses 
pelayanan, serta percepatan pembangunan dengan memperhatikan 
perkembangan kemampuan ekonomi, sosial budaya, jumlah 
penduduk, luas wilayah desa dan pertimbangan lainnya, maka perlu 
adanya pemekaran desa.  
Dalam hal pemakaran Desa Wanasari ini pemerintah sangat 
mendukung. Setelah menerima aspirasi masyarakat, pemerintah 
sebagai unsur pelayanan publik memberikan fasilitas-fasilitas, guna 
lancarnya proses pemekaran.  
Dalam pelaksanaan pembentukan Desa Wanasari hasil 
dari pemekaran Desa Balirejo Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu 
Timur, terdapat faktor pendukung dan penghambat yang dihimpun 
oleh penulis sebagai bahan kajian berikut ini : 
4.2.1. Faktor Pendukung 
a. Terpenuhinya unsur-unsur syarat pemekaran wilayah berupa luas 
wilayah, jumlah penduduk, potensi desa, keragaman sosial 
budaya, sarana dan prasarana untuk membentuk wilayah 
administratif baru (Desa Wanasari) hasil dari pemekaran wilayah 
Desa Balirejo.  
b. Derasnya aspirasi dari masyarakat untuk mewujudkan 
pemekaran wilayah berupa pembentukan Desa Wanasari yang 
87 
 
diyakini akan semakin mempermudah pembangunan di wilayah 
tersebut. 
c. Aparat pemerintah, mulai dari Pemerintah Desa Balirejo sebagai 
desa induk, Pemerintah Kecamatan Angkona, dan Pemerintah 
Kabupaten Luwu Timur memiliki antusiasme dan pandangan 
yang searah terkait upaya peningkatan kualitas daerah 
khususnya di tingkat desa. 
d. Terciptanya suasana kondusif selama proses pemekaran wilayah 
yang ditandai dengan tidak adanya masalah yang mengandung 
unsur  perpecahan seperti demonstrasi dan penolakan terhadap 
upaya pembentukan Desa Wanasari. 
 
4.2.2. Faktor Penghambat 
a. Adanya unsur politis yang sempat mengganggu proses 
pemekaran wilayah mengingat pemekaran wilayah identik 
dengan pembagian wilayah beserta kekuasaan yang terkandung 
di dalamnya. 
b. Adanya tarik ulur kepentingan antara pihak yang ingin 
memisahkan diri dari wilayah induk untuk membentuk wilayah 
baru. 
c. Pembahasan di DPRD yang terlalu lama membuat masyarakat 
sempat pesimistis akan upaya pemekaran wilayah yang 
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berdampak pada ketidakpercayaan publik pada aparat 
pemerintah. 
d. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas 
sehingga pemahaman akan pentingnya tujuan dari pemekaran 
wilayah sering terabaikan, hal ini terindikasi dari masyarakat yang 
lebih mementingkan kepentingan pribadi/golongan daripada 
kepentingan bersama. 
4.3 Dampak Pemekaran Desa Wanasari 
 Desa Wanasari merupakan Desa yang baru terbentuk, namun 
dampak dari pemekaran tersebut sudah mulai terlihat dan dirasakan 
oleh masyarakat. Pada dasarnya desa yang dikembangkan 
diharapkan mampu berkembang lebih cepat karena fasilitas yang 
dibenahi sehingga secara otomatis akan membangun infrastruktur 
yang lainnya seperti adanya tambahan sekolah dan fasilitas umum 
lainnya dan lowongan pekerjaan terbuka. Tetapi jangan lupa bahwa 
biasanya desa yang mengalami pemekaran adalah desa yang bisa 
dibilang tertinggal, dan biasanya masyarakatnya juga tertinggal 
dibidang pendidikan dan keterampilannya. Jadi yang pertama harus 
dipersiapkan adalah mental masyarakatnya untuk membangun desa 
mereka sendiri sehingga tidak muncul kesenjangan sosial yang 
mencolok. Setiap pemekaran desa tentunya akan menghasilnya 
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dampak positif maupun dampak negatif. Seperti halnya pemekaran 
Desa Wanasari ini. 
a. Dampak Positif 
 Lancarnya pelayanan aparatur Desa kepada masyarakat 
 Terbukanya lapangan kerja ditingkat aparatur Desa 
 Bisa meningkatkan infrastruktur yang ada di desa tersebut 
 Meningkatkan potensi yang ada dalam tiap desa 
 Menunjang sarana untuk kemandirian tiap usaha-usaha mikro 
atau makro masyarakat..seperti bertani, berdagang, dll 
b. Dampak Negatif 
 Kurangnya tenaga-tenaga ahli untuk memberikan konstribusi 
pada desa yang belum mapan 
 Belum maksimalnya pengelolaan potensi Desa 







Pada Bab IV telah diuraikan hasil penelitian dan pembahasan 
tentang pemekaran desa ditinjau dari aspek otonomi daerah. Dalam Bab 
ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan serta saran-saran yang 
berhubungan dengan hasil penelitian. 
5.1. KESIMPULAN 
Berdasarkan uraian pada Bab IV yang menyajikan hasil 
penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai 
berikut : 
1. Proses Pemekaran Wilayah 
Pemekaran wilayah desa adalah sebagai sebuah terobosan 
untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas 
dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat, maka 
dari itu penelitian ini bertujuan memperlihatkan proses 
pemekaran wilayah desa di tinjau dari aspek otonomi daerah 
dengan menggunakan indikator sebagai berikut : 
- Proses penjaringan aspirasi 
Proses penjaringan aspirasi merupakan proses tahap awal 
dalam  proses pemekaran wilayah desa,dalam penelitian 
memperlihatkan bahwa proses penjaringan telah 
dilaksanakan dimana pemekaran desa wanasari diprakarsai 
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oleh masyarakat di 3 (tiga) dusun yaitu Dusun Kamboja, 
Dusun Mawar, dan Dusun Anggrek,dimana masyarakat di 
tiga dusun menginginkan pelayanan yang lebih baik dan 
pemerataan pembangunan sehingga terbentuklah desa 
Wanasari kemudian mengagendakan duduk bersama atau 
musyawarah untuk membahas tentang pemekaran. 
- Proses pembentukan panitia pemekaran 
Proses tahap kedua adalah proses pembentukan 
panitia pemekaran yaitu setelah Munculnya isu pemekaran 
desa, yang kemudian dilanjutkan dengan agenda duduk 
bersama untuk melakukan musyawarah yang menghasilkan 
kesepakatan bersama untuk memekarkan diri, maka 
selanjutnya dibentuklah panitia yang ditunjuk langsung dan 
berasal dari masyarakat itu sendiri  pemekaran yang 
bertugas untuk mengurus kelanjutan daripada rencana 
pemekaran. Setelah dirumuskannya panitia pemekaran Desa 
Wanasari, selanjutnya panitia dimaksud membuat proposal 
usulan pembentukan Desa kepada Bupati Kabupaten Luwu 
Timur melalui Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Luwu 
Timur. Dengan melampirkan profil desa yang meliputi profil 
desa induk, profil desa yang akan dibentuk dan peta 
kampung yang akan dibentuk kemudian Bupati luwu timur  
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membentuk tim verifikasi untuk meninjau kembali kelayakan 
desa yang akan di mekarkan. 
- Proses penyusunan raperda 
Tahap ketiga adalah proses penyusuna Ranperda yaitu 
setelah proposal pemekaran desa dikirim oleh panitia ke 
pemerintahan kabupaten Luwu timur yaitu ke bupati,maka 
bupati kabupaten luwu timur membentuk sebuah tim 
verifikasi proposal usulan pemekaran desa yang ditugaskan 
untuk menverifikasi kelayakan pemekaran desa,setelah 
diverifikasi dan ternyata dilihat layak untuk membentuk desa 
maka berrdasarkan hasil verifikasi tim verifikasi membuat 
Rancangan Peraturan daerah tentang pembentukan desa 
yang kemudian diserahkan ke bupati kemudian diserahkan 
ke DPRD kabupaten luwu timur untuk dibahas. 
Dari semua tahap proses pemekaran desa wanasari jika 
di tinjau dari aspek otonomi daerah,dimana otonomi daerah 
yang dimaksud adalah kemandirian dan demokrasi telah 
terlaksana karena dari semua tahap proses pemekaran desa 
masyarakat selalu terlibat  dan senantiasa dilaksanakan 
dengan musyawarah 
2. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi proses pemekaran 
desa Wanasari yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat 
dimana faktor pendukung yaitu masyarakat dan kondisi geofrafis 
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serta dukungan pemerintah,masyarakat yaitu dimana antusias 
masyarakat di tiga dusun yaitu Dusun Kamboja, Dusun Mawar, 
dan Dusun Anggrek yang begitu besar sehingga dapat 
memperlancar pengusulan pemekaran desa dan kondisi 
geografis yang strategis sehingga pemekaran desa wanasari 
bisa terbentuk.Adapun faktor yang menghambat proses 
pemekaran Desa wanasari yaitu faktor kepentingan politik 
dimana adanya unsur yang ingin berorientasi pada kekuasaan 
sehingga terjadi tarik ulur kepentingan serta proses 
pembahasan DPRD yang begitu lama yang dapat pembuat 
terjadinya pesimisti di kalangan masyarakat serta penentuan 
batas wilayah yang menjadi tarik ulur kepentingan dengan 
masyarakat desa tetangga. 
3. Dampak Pemekaran Desa Wanasari 
Secara positif desa yang dikembangkan akan menjadi 
berkembang lebih cepat karena fasilitas yang dibenahi sehingga 
secara otomatis akan membangun infrastruktur yang lainnya 
seperti adanya tambahan sekolah dan fasilitas umum lainnya 
dan lowongan pekerjaan terbuka. Tetapi desa yang mengalami 
pemekaran adalah desa bisa dibilang tertinggal, dan biasanya 
masyarakatnya juga tertinggal dibidang pendidikan dan 
keterampilannya. Jadi yang pertama harus dipersiapkan adalah 
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mental masyarakatnya untuk membangun desa mereka sendiri 
sehingga tidak muncul kesenjangan sosial yang mencolok. 
 
5.2. SARAN 
Berdasarkan kesimpulan penelitian dapat dikemukakan 
beberapa saran yaitu : 
1. Untuk penyelenggaran pemerintahan Desa wanasari masih 
belum mampu menyelenggarakan sistem pemerintahan Desa 
sehingga perlu adanya bimbingan dari pemerintah kabupaten 
dan perlunya pemerintah kabupaten selalu memonitoring desa 
yang telah di mekarkan. 
2. Untuk bidang administrasi pemerintah kabupaten harus 
melakukan sebuah pelatihan untuk penyelenggara 
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